
GUBERNURJAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 6TAHUN2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR JAWA BARAT,

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah
Nomor 6O Tahun 2O08 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah wajib
melakukan penilaian risiko;

b. bahwa untuk melaksanakan penilaian risiko di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,
disusun pedoman pengelolaan risiko sebagai upaya
mendukung pencapaian tugas dan fungsi perangkat
daerah secara efektif dan efisien;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman
Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun l95O tentang Pemerintahan
Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
29 Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47 441 dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2OOO tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4010);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 58, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Ke{a (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (I*mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 261);

12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor PER-1326/K/LBl2OO9 tentang
Pedompn Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Femerintah;
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13. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor PER-688/K/D4l2Ol2 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intem di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 10 Seri
E);

15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2O14
tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 61 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

PEDOMAN
PEMERINTAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Jawa Barat.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur
dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Provinsi.

6. Inspektorat Daerah adalah Inspelrtorat Daerah
Provinsi Jawa Barat.

7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Provinsi
Jawa Barat.

8. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil,
Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah
dengan Pe{anjian Kerja di lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi.
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9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
selanjutnya disingkat APIP adalah instansi
pemerintah yang dibentuk dengan tugas
melaksanakan pengawasan intern di lingkungan
Daerah Provinsi.

10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi dalam rangka memberikan
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah
ditetapkan secara efektif dan elisien untuk
kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tafz-
kepemerintahan yang baik.

11.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang
integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan
secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
Aparatur Sipil Negara untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengarnanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan.

12. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang berdampak
terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

13. Pengelolaan Risiko adalah pendekatan sistematis yang
meliputi budaya, sistem, dan proses yang dilakukan
oleh suatu organisasi untuk mengoordinasikan,
mengidentilikasi, dan mengelola Risiko.

14. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa,
dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu
dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif
terhadap pencapaian tduan.

15. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap
Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka
mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran
dampaknya untuk menetapkan level atau status
risikonya.

16. Sisa Risiko adalah tingkat Risiko yang masih ada
setelah dilakukan pengendalian.

17. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya
disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan
pengendalian yang akan dilakukan oleh organisasi.

18. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR
adalah unit organisasi pemilik peta strategi yang
bertanggung jawab melaksanakan proses Pengelolaan
Risiko atas sasaran organisasi sesuai tugas dan fungsi
organisasi/unit kerja yang bersangkutan.

19. Pemilik Risiko adalah pejabat yang bertanggung jawab
melakukan Pengelolaan Risiko atas sasaran organisasi
sesuai tugas dan fungsi organisasi/unit kerja yang
bersangkutan.
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20. Unit Kepatuhan Risiko yang selanjutnya disingkat
UKR adalah unit kerja yang bertugas memantau
pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada UPR di
lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat
Daerah.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5
(lima) tahun terhitung.

23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana
pembangunan daerah yang merupakan dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

24. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

25. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah
Provinsi yang berisi program dan kegiatan suatu
Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara
didasarkan atas kebijakan umum perubahan APBD
dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan
APBD.

26. Sistem Pemerintahan Berbasis Elelctronik yang
selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan
pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada
pengguna SPBE.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 2

Tujuan Pengelolaan Risiko adalah:

a. meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan
peningkatan kine{a;

b. mendorong manajemen proaktif;

c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan
keputusan dan perencanaan;

d. meningkatkan efektifitas alokasi dan efisiensi
penggunaan sumberdaya organisasi;

e. meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan;

t
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f. meningkatkan kepercayaan para
kepentingan; dan

g. meningkatkan ketahanan organisasi.

pemangku

Pasal 3

Prinsip Pengelolaan Risiko adalah sebagai berikut:

a. terintegrasi, yaitu merupakan bagran dari semua
kegiatan organisasi;

b. terstruktur dan komprehensit yaitu terencana
dengan baik dan melalui pendekatan menyeluruh;

c. dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi internal dan
eksternal organisasi, atau dengan tujualnya;

d. inklusif, yaitu melibatkan pemangku kepentingan
yang tepat dan pada saat yang tepat, baik dalam
proses pemantauan, peninjauan, maupun evaluasi;

e. dinamis, yaitu mampu mendeteksi, mengantisipasi,
dan merespons perubahan secara cepat dan tepat;
dan

f. berkelanjutan, yaitu penerapan sistem manajemen
yang selalu disesuaikan.

BAB III
PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(l) Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi dilakukan melalui:

a. pengembangan budaya sadar Risiko;

b. pembentukan struktur Pengelolaan Risiko; dan

c. penyelenggarEran proses Pengelolaan Risiko.

(2) Pedoman Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran II yang merupakErn bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasd 5

(1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan
sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang
baik.

t
(
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(2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui:

a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap
Aparatur Sipil Negara di seluruh tingkatan
organisasi dalam setiap satuan kerja;

b. internalisasi Pengelolaan Risiko dalam setiap proses
pengambilan keputusan oleh Aparatur Sipil Negara
di seluruh tingkatan organisasi; dan

c.pengembangan berkelanjutan pada lingkungan
pengendalian yang mendukung penciptaan budaya
sadar Risiko.

(3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:

a. komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan
Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;

b. sosialisasi dan komunikasi berkelanjutan atas
pentingnya Pengelolaan Risiko; dan

c. pengintegrasian Pengelolaan Risiko dalam proses
organisasi.

Bagian Ketiga

Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 6
(1) Dalam melakukan Pengelolaan Risiko di lingkungan

Pemerintah Daerah Provinsi, dibentuk strukhrr
Pengelolaan Risiko, yang terdiri dari:

a. Gubernur sebagai penanggung jawab Pengelolaan
Risiko;

b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator
penyelenggaraan Pengelolaan Risiko;

c. Gubernur dan pimpinan Perangkat Daerah
sebagai UPR;

d. Inspektur Daerah sebagai UKR; dan

e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab
pengawasan.

(2) Gubernur sebagai penanggung jawab Pengelolaan
Risiko sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf a,
berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan
Risiko Pemerintah Daerah Proyinsi.

(3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggara
Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b berwenang mengoordinasikan Pengelolaan
Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

(4) Gubernur dan pimpinan Perangkat Daerah sebagai
UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
bertanggung jawab melakukan Pengelolaan Risiko di
lingkup kerjanya.
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(5) Inspektur Daerah sebagai UKR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, memantau
pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada UPR di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan
Perangkat Daerah.

(6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, berwenang memberikan keyakinan yang
memadai atas penerapan Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1) Dalam rangka mendukung Pengelolaan Risiko Daerah
Provinsi, Gubernur membentuk Komite Pengelolaan
Risiko yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari:

a. Gubernur, sebagai ketua;

b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai koordinator
merangkap anggota; dan

c. kepala Perangkat Daerah, sebagai anggota.

Pasal 8

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 memiliki tugas:

a. melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko
Daerah Provinsi yang meliputi sosialisasi, bimbingan,
supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;

b. menyusun rErncangarr arah kebijakan Pengelolaan
Risiko Pemerintah Daerah Provinsi; dan

c. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan
pembinaan Pengelolaan Risiko yang disampaikan
kepada Gubernur yang ditembuskan kepada
Inspektorat Daerah.

Pasal 9

(1) UPR sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c
terdiri atas:

a. UPR tingkat Pemerintah Daerah Provinsi; dan

b. UPR tingkat Perangkat Daerah.

(2) UPR di tingkat Sekretariat Daerah Provinsi meliputi
biro-biro;

t



9

(3) Pembentukan UPR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan:

a. Keputusan Gubernur, untuk UPR tingkat
Pemerintah Daerah Provinsi;

b. Keputusan Gubemur yang ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah untuk UPR di Sekretariat
Daerah Provinsi; dan

c. Keputusan Gubemur yang ditandatangani oleh
kepala Perangkat Daerah untuk UPR di tingkat
Perangkat Daerah.

Pasal 10

(1) UPR tingkat Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a memiliki
tugas:

a. menlrusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat
Daerah Provinsi;

b. menyusun rencana kerja Pengelolaan Risiko di
tingkat Daerah Provinsi;

c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko
terhadap pencapaian tqjuan dan sasaran strategis
Daerah Provinsi;

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan
Risiko hasil identifrkasi dan analisis Risiko; dan

e. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.

(2) UPR tingkat Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b memiliki
tugas:

a. menyusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat
Perangkat Daerah, termasuk unit pelaksana
teknis dinas di lingkungan masing-masing;

b. menyusun rencana kerja Pengelolaan Risiko di
tingkat Perangkat Daerah ;

c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko
terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis
dan kegiatan Perangkat Daerah;

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan
Risiko hasil identifrkasi dan analisis Risiko; dan

e. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.

t



10

Bagran Keempat

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 11

(1) Proses Pengelolaan Risiko meliputi:

a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;

b. penilaian Risiko;

c. kegiatan pengendalian;

d. informasi dan komunikasi; dan

e. pemantauan.

(2) Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) diterapkan dalam suatu siklus
berkelanjutan,

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

(4) Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi bagian yang terpadu dengan
proses manajemen secara keseluruhan, menyatu
dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan
proses bisnis organisasi.

(5) Pelaksanaan proses Pengelolaan Risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam piagam
Pengelolaan Risiko.

(6) Piagam Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) ditetapkan oleh Pemilik Risiko paling
lambat tanggal 31 Januari tahun bedalan.

Paragraf Kedua

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 12

(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (l) huruf
a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan
lingkungan pengenddian dalam mendukung
penciptaan budaya Risiko dan Pengelolaan Risiko.

(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
dilakukan pada tingkat Daerah Provinsi dengan cara
mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap
sub unsur lingkungan pengendalian intern.

(
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Paragraf Ketiga

Penilaian Risiko

Pasal 13

(1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayal (1) huruf b dimaksudkan untuk
mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat
pencapaian tujuan Daerah Provinsi dan merumuskan
kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk
memperkecil Risiko.

(2) Penilaian Risiko dilakukan atas:

a. tujuan strategis Daerah Provinsi;

b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan

c. tqiuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah
termasuk Pengelolaan Risiko SPBE.

(3) Penilaian risiko atas tqjuan strategis Daerah Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a
dilaksanakan bersamaan dengan proses pen5rusunan
RPJMD.

(4) Penilaian risiko atas tujuan strategis Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilaksanakan bersamaan dengan proses pen5rusuna.n
Renstra Perangkat Daerah.

(5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatarr)
Perangkat Daerah termasuk Pengelolaan Risiko SPBE
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c
dilaksanakan bersamaan dengan proses pen5rusunan
RKA Perangkat Daerah.

(6) Proses penilaian Risiko meliputi:
a. penetapan konteks/ tujuan;
b. identifrkasi Risiko; dan

c. analisis Risiko.

dimaksud

k

(

Pasal 14

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana
dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a terdiri atas:

a. tahap penetap€rn konteks/tujuan; dan
b. penetapan kriteria Risiko.
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Pasal 15

(1) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a bertujuan untuk
menjabarkan tduan instansi dan tujuan operasional
(kegiatan) termasuk Pengelolaan Risiko SPBE sesuai
dengan rencana strategis dan rencana kinerja
tahunan.

(2) Tujuan dalam Pengelolaan Risiko dibagi menjadi 3
(tiga) tingkatan, yang terdiri atas:

a. konteks strategis Daerah Provinsi;

b. konteks strategis Perangkat Daerah; dan
c. konteks operasional (kegiatan) termasuk

Pengelolaan Risiko SPBE.

(3) Tujuan dalam konteks strategis Daerah Provinsi
ditetapkan berdasarkan tqiuan strategis Daerah
Provinsi sebagaimana tercantum dalam dokumen
RPJMD.

(a) Tujuan dalam konteks strategis Perangkat Daerah
ditetapkan berdasarkan tujuan strategis perangkat
Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen
Renstra Perangkat Daerah.

(5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan)
Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tqjuan
kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA
Perangkat Daerah.

Pasal 16

(1) Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan
memberikan pemahaman yang seragam mengenai
kriteria penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko.

(2) Itriteria penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) metputi:
a. skala dampak Risiko;

b. skala kemungkinan Risiko; dan

c. skala tingkat Risiko.

Pasal 17

(l) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (6) huruf b bertujuan untuk
mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat
pencapaian tujuan di lingkungan Daerah Provinsi
yang meliputi tujuan strategis Daerah provinsi, tujuan
strategis Perangkat Daerah, dan tujuan operasional
(kegiatan) Perangkat Daerah termasuk pengelolaan
Risiko SPBE.
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(2) Tahap pelaksanaan Identifikasi
kegiatan:

Risiko meliputi

a. mengidentifrkasi berbagai Risiko yang
menghambat pencapaian tqiuan, pemilik Risiko,
sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko;
dan

b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko
dalam daftar Risiko.

Pasal 18

(1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal
13 ayat (6) huruf c merupakan langkah untuk
menentukan nilai dari suatu sisa Risiko dengan
mengukur nilai kemungkinan dan dampalnya.

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat
(1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko
sebagai informasi untuk menciptakan RTP.

(3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) meliputi kegiatan:

a. analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
b. memvalidasi Risiko;
c. evaluasi pengendalian yang ada dan yang

dibutuhkan; dan
d. menyusun RTP.

Paragraf Keempat

Kegiatan Pengendalian

Pasal 19

(1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap
pengimplementasian RTP.

(2) Implementasi RTP meliputi:
a. kegiatan pembangunan infrastruktur

pengendalian yang antara lain dapat berupa
kebijakan dan/atau prosedur; dan

b. pelaksanaan keb[iakan dan prosedur
pengendalian.

\
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Paragraf Kelima

Informasi dan Komunikasi

Pasal 2O

(1) Informasi darr komunikasi bertujuan untuk
memastikan telah terdapat komunikasi internal dan
eksternal yang efektif dalam setiap tahapan
Pengelolaan Risiko, yang dimulai sejak penilaian
kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian
Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

(2) Daerah Provinsi menggunakan berbagai bentuk dan
sarana informasi dan komunikasi yang efektif datam
melakukan Pengelolaan Risiko.

Paragraf Keenam

Pemantauan

Pasal 21

(4) Pemantauan dalam bentuk reviu terpisah
dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku
penanggung jawab pengawasan dengan melakukan
reviu Pengelolaan Risiko minimal 1 (satu) kali setiap
siklus Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11.

BAB TV

PELAPORAN

Pasal 22

(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas Pengelolaan
Risiko, Pemerintah Daerah Provinsi menrusun
laporan Pengelolaan Risiko.

(2) l^aporan Pengelolaan Risiko meliputi:
a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;

b. laporan berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR; dan

c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh UKR.

(l) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk memastikan
bahwa Pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai
dengan ketentuan.

(2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara
berjenjang mulai dari Gubernur, Sekretaris Daerah,
asisten Sekretaris Daerah, dan kepala Perangkat
Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pelaksanaan pemantauan Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah Provinsi oleh Gubernur dapat
didelegasikan kepada UKR.
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(3) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan
penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko
strategis Pemerintah Daerah Provinsi, penilaian Risiko
strategis Perangkat Daerah, dan penilaian risiko
operasional (kegiatan) Perangkat Daerah termasuk
Pengelolaan Risiko SPBE.

(4) l,aporan pelaksanaan Risiko dibuat oleh UpR dan
disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan
kepada UKR.

(5) Laporan pelal<sanaan Risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen
penilaian Risiko atau dokumen RIP.

(6) Laporan berkala Pengelolaan Risiko oleh UpR
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b
dilakukan secara triwulanan dan tahunan
disampaikan kepada Gubernur, dengan tembusan
kepada UKR.

(7) f^aporan berkala Pengelolaan Risiko oleh UpR
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk
tingkat Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UpR
tingkat Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat
strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional
(kegiatan) Perangkat Daerah termasuk pengelolaan
Risiko SPBE dikoordinasikan oleh UpR tingkat
Perangkat Daerah.

(8) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh UKR
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c
dilakukan secara triwulanan dan tahunan
disampaikan kepada Gubernur, dengan tembusan
kepada UPR tingkat Perangkat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 9OO lKep.964-
Inspt/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko di
Daerah Provinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

r



Peraturan Gubernur
diundangkan.

Pasal 24

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa
Barat.

Ditetapkan di Bandung

JAWABARAT,A

RTDWAN KAMrrtt,

Diundangkan di Bandung
pada 15 Februari 2023

S DAERAH PROWJAWA BARAT,

WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 6.
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I,AMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 6Tahun 2023
TANGGAL : 15 Februari 2023
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BAB I
PEI|DAHT'LUAIT

A. Iater Bel,alang

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OO8
tentang Sistem Pengenda-lian Intern Pemerintah menyatakan bahwa
pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko, yaitu
dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis Risiko atas tujuan
strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, maupun
tujuan pada tingkatan operasional (kegiatan). Selanjutnya dalam
lampiran, tentang daftar uji pengendalian intern pemerintah pada bagian
II (penilaian Risiko) disebutkan bahwa Instansi pemerintah
mengidentifikasi secara efisien dan efektif Risiko yang dapat menghambat
pencapaian tqiuan (pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan),
baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap Risiko
yang telah diidentilikasi, selanjutnya dianalisis untuk mengetahui
pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan instansi pemerintah
merumuskan pendekatan manajemen Risiko dan kegiatan pengendalian
Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.

Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Daerah telah menerbitkan
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 9OO lKep.964-Inspt/ 2016
tentang Penerapan Manajemen Risiko di Daerah Provinsi Jawa Barat yang
mengacu pada Standar Manajemen Risiko ISO 31000:2009. Akan tetapi
pada tahun 2018, International Organization for Standardization (ISO)
menerbitkan Standar Manajemen Risiko ISO 310O0:2018 sebagai revisi
dan pembaruan atas standar ISO 31O00:2009, serta pada tahun 2Ol9
Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) mengeluarkan
aturan terbaru tentang manajemen Risiko melalui Peraturan Deputi
Kepala BPKP Bidang Pengawasal Penyelenggaraan Keuangan Daerah
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada
Pemerintah Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut maka perlu disusun
pedoman Pengelolaan Risiko yang ban-r menggantikan pedoman
manajemen Risiko yang sudah ada di lingkungan Daerah Provinsi.

t
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A. Tqluea

Tujuan pen3rusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan
dalam:

1. Mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
Pemerintah Daerah; dan

2. Mengidentifrkasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta
memantau aktivitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintah
Daerah.

C. fetodologl Fon5rurunea Pedoaen

Pedoman ini disusun dengan mengadopsi Peraturan Deputi Kepala
BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4
Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah
Daerah, serta dilakukan perubahan menyesuaikan kondisi dan keperluan
Pengelolaan Risiko pada Daerah Provinsi.

D. Elrtctnatllr Podomaa

Pedoman ini disusun dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan pedoman, dasar
hukum, tujuan, ruang lingkup, metodologi penlrusunan, dan
sistematika pedoman.

Bab II Gambaran umum atas Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

Bab ini menguraikan mengenai Risiko dan Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah, kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah
Daerah, struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, keterkaitan
antara penilaian Risiko dengan pengelolaan keuangan daerah, serta
keterkaitan antara penilaian Risiko dengan Pengawasan Intern
berbasis Risiko.

Bab III Proses Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah

Bab ini menguraikan proses Pengelolaan Risiko dan tahapan
Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan
urusan wajib dan pilihan.

Bab IV Pelaporan

Bab ini menguraikan jenis-jenis pelaporan yang harus
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Risiko.

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan penutup dan penegasan penggunaan.

k
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BAB II
GA,MBARAI{ IIUUM ATAS PENGELOI"AAIT RISIKO PEMERIITTAH DAERAII

A. Rillko daa Pengelolaan Risito Pemerlntah Daerah

1. Risiko Pemerintah Daerah

Committee of Sponsoing Organizations of the Treadwag Commission
(COSO) mendefinisikan Risiko sebagai kemungkinan terjadinya sebuah
kejadian yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran entitas.
Delinisi tersebut sejalan dengan delinisi Risiko dari Tle Intemational
Organization for Standardization (ISOI 31O00 yang mendefinisikan
Risiko sebagai suatu efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian
sasaran organisasi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Risiko
didefinisikan lebih spesifrk pada hal-hal yang hanya mengancam
pencapaian tujuan yaitu sebagai kemungkinan kejadian yang
mengzrncarn pencapaian tujuan dan sasaran Instansi pemerintah. Oleh
karena itu, Risiko Pemerintah Daerah secara sederhana dapat
dipahami sebagai segala kemungkinan kejadian yang dapat
mengancam pencapaian tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah
Daerah. Termasuk dalam Risiko Pemerintah Daerah adalah Risiko
Perangkat Daerah, yang merupakan organisasi atau lembaga pada
Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta Risiko pada
tingkatan kegiatan.

Dalam sistem Pemerintah Daerah, tujuan Pemerintah Daerah
secara jelas tertuang antara lain dalam dokumen perencanaan daerah
yang idealnya memperhatikan dokumen RPJMN. Misalnya, terkait
dengan bidang kesehatan dalam RPJMN terdapat program
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, maka program
tersebut harus diturunkan juga dalam RPJMD. Dokumen perencanaan
daerah berupa RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, sebagai contoh,
memuat antara lain tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah
dan Perangkat Daerah dalam satu masa pemerintahan Gubernur.
Sedangkan tujuan pada tingkatan kegiatan, antara lain tertuang dalam
dokumen rencana ke{a Perangkat Daerah. Oleh karena itu, tujuan
Pemerintah Daerah dapat dikelompokan ke dalam 3 jenis tqjuan, yaitu
tujuan strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen
RPJMD, tujuan strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam
dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat
operasional (kegiatan) yang tertuang dalam dokumen rencana keda
Perangkat Daerah.
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2. Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

Terdapat beberapa standar yang dapat dijadikan acuan dalam
menerapkan Pengelolaan Risiko, beberapa diantarannya yang banyak
digunakan yaitu ISO 31000, COSO Enterprise Rrsk Management (ERM)
Integrated FYameutorlg dan AS/NZS. Delinisi manajemen menurut
standar tersebut adalah sebagai berikut:

Tabet 2.1
Defi nisi Peng€troLan Rbiko

MGnurut Beberapa Standar Manajemen Risiko

sumbs: ISO (2009, coso {2004}, AtNz! 2@4

Mengacu pada pengertian dari ketiga standar tersebut, Pengelolaan
Risiko (manajemen Risiko) pada dasarnya dapat dipahami sebagai
suatu kombinasi antara budaya, sistem, dan proses yang dilakukan
oleh suatu instansi/organisasi untuk mengoordinasikan,
mengidentifikasi, dan mengelola Risiko.

Ketiga standar tersebut memiliki kerangka manajemen Risiko yang
sedikit berbeda. Kerangka manajemen risiko ISO 31000 terdiri atas tiga
elemen yang saling terkait yaitu dasar praktik atau lilosofi manajemen
Risiko (principle), pengaturan sistem manajemen Risiko secara
terstrukhrr dan sistematis di seluruh organisasi (kerangka), dan
aktivitas Pengelolaan Risiko yang berurutan dan saling terkait
(process). Sedangkan kerangka manajemen Risiko menurut COSO ERM
terdiri dari 8 (delapan) komponen saling terkait yang meliputi seluruh
tingkatan organisasi untuk mencapai tqiuan strategis, operasional,
pelaporan, dan kepatuhan. Delapan komponen tersebut yaitu
lingkungan internal, penentuan tujuan, identifi kasi kejadian, penilaian
Risiko, respons Risiko, aktivitas kontrol, informasi dan komunikasi,
dan monitoing. Kerangka tersebut serupa dengan kerangka
manajemen Risiko AS/NZS 4360:2004, di mana terdiri dari 7 (tqiuh)
komponen utama proses manajemen Risiko yaitu komunikasi dan
konsultasi, penetapan konteks, Identifrkasi Risiko, Analisis Risiko,
evaluasi Risiko, perlakuan Risiko, monitor dan reviu.

2

3

Artvii.s r.rkoo.drEsiyrrp dlaletdr urtut fi€ng-at*an d.n m€rE€bla orgEn6aEi
datan rrEl(a nEn ngEri rbko(so 31000 2009)

fto66, yaE drabnran ot h cl6l/an kofiis6.is./prEEwas rnaiaJerl€n (dslr3n djrC6i) d.n
p€rsoo€l yang kin. ya.rg dt6r.F{sr daiarn p€.Etapan stralegidan da!6rapk n d s€lsuh
p€rus.h..n fdE dr.Ilcang unt* nEiEif€.ttfilc, potc.tsr k€ixran-ker.dEr yang tis.
nlerllp€rEEruh p€.usdE6n d.n rn€.tg€tol,a nsrko-risiko tu di ddant p€n6ahaan. r,lh*
n€r*rnin s€caa radonat p.ncaparan tujuan-tujurn IErusrhaan (COSOERM : 2OOt)

tGur.r. pre. d-l srrldft, yrE dbr.f*rn k gada md[i€m.n lr E €fuldrf nEngd!.ri
p€lurtg-p€tudE !6rE pcr6.6l{ d.n p.r'€ rt-p€ogduh ydtg rrsr.rol(a.t
(^t 25436& 2@{'

i-

Definisi Manajemen Risiko

ISO 31ooo

COSO ERM

AS/NZS
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Gambar 2.1. Kenagla Uatrd€Dcrr Rtrtto dart Bebcrapa Staadar
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Meskipun memiliki kerangka yang sedikit berbeda, pada intinya,
standar tersebut sama-sama menggambarkan suatu penentuan
strategi yang didesain untuk mengidentilikasi kemungkinan
kondisi/peristiwa potensial yang mungkin mempengaruhi pencapaian
tujuan organisasi, dan mengelola Risiko yang mungkin terjadi, untuk
memberikan keyakinan yang memadai pencapaian tuJuan organisasi
dengan penekanan pada budaya, sistem, dan proses manajemen
Risiko.
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Di Indonesia, seluruh instansi pemerintah termasuk Pemerintah
Daerah diharuskan menerapkan Sistem Pengendalian Intern untuk
pencapaian tujuan organisasi dengan mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah yang terdiri dari 5 (lima) unsur yaitu lingkungan
pengendalian, penilaian Risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan
komunikasi, dan pemantauan. Pimpinan instansi pemerintah juga
perlu merumuskan pendekatan manajemen Risiko dan kegiatan
pengendalian atas Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
Oleh karena ittt, frameuork manajemen Risiko, yang merupakan
perpaduan antara budaya, sistem, dan proses untuk
mengoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola Risiko, dari
beberapa standar, dapat dirumuskan sebagai bagian dari penguatan
penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam rangka pencapaian
tujuan organisasi.

Kerangka Pengelolaan Risiko yang luas menyediakan ruang untuk
pembentukkan budaya, sistem, dan proses manajemen Risiko dalam
unsur Sistem Pengendalian Intern.

Gemba, 2.2 If.atatglra Pengel,oleaa Rldlo Pemerlntah Dacrah

Dengan menggunakan sudut pandang kerangka Sistem
Pengendalian Intern, perbaikan / pembangunan budaya dan sistem
manajemen Risiko dapat diadaptasi sebagai penguatan unsur
lingkungan pengendalian, sedangkan proses manajemen Risiko dapat
diadaptasi ke dalam unsur Sistem Pengendalian Intern yang lain yaitu
penilaian Risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi,
dan pemantauan. Oleh karena itu, dengan menggunakan framework
SPIP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, penerapan manajemen Risiko
di Pemerintah Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

k

Sislem

io

Budaya

I
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Gambar 2.3 Keraagka Proses Pengelolaaa Rlslko Pemerlatah Daerah
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Penjelasan dan penerapan kelima unsur Sistem Pengendalian
Intern tersebut tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, namun
terkait dengan penerapan Pengelolaan Risiko, terdapat dua hal penting
yang perlu menjadi perhatian yaitu pembangunan atau perbaikan
lingkungan pengendalian yalg mendukung penciptaan budaya dan
sistem Pengelolaan Risiko, dan implementasi unsur penilaian Risiko,
kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan
yang menunjukkan pelaksanaan proses Pengelolaan Risiko.

a. Pembangunan atau Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang
Mendukung Penciptaan Budaya dan Sistem Pengelolaan Risiko

Salah satu aspek penting dari pengelolaan risiko adalah
"budaya". Budaya Risiko secara signifikan akan memengaruhi
kemampuan untuk pengambilan keputusan dan pencapain kinerja
(The Institute of Rrsk Management, 20l2l. Oleh karena itu,
pembangunan atau perbaikan lingkungan pengendalian yang
mendukung penciptaan budaya manajemen menjadi salah satu titik
kritis. The Institute o/ Risk Management (2012) mengidentifikasi 4
(empat) aspek yang dapat mempengaruhi pembentukan budaya
Risiko, yattu tone of the top (keteladanan pimpinan), goveman@ ltalta
kelola), @mpetencA (kompetensi), dan decision making (pengambilan
keputusan).

F ] to
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Gambar 2.4. IRU Rt k Culture Arpect Model

Implementasi dari aspek torte of the top (keteladanan pimpinan)
misalnya berupa sikap positif pimpinan untuk secara terbuka
menerima pelaporan Risiko, membangun komunikasi yang baik
dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan Risiko.
Termasuk keteladanan pimpinan adalah penetapan kebijakan
Pengelolaan Risiko yang dapat diakses oleh seluruh organisasi yang
memberikan kejelasan arah manajemen Risiko.

Implementasi dari aspek gouelrlance (tata kelola) meliputi
kejelasan dan akuntabilitas Pengelolaan Risiko, dan transparansi
ketepatan waktu penyampaian informasi Risiko. Masing-masing
pihak dalam organisasi perlu memperoleh kejelasan dan memahami
peran dan tanggung jawab masing-masing dalam Pengelolaan Risiko
yang didukung dengan transparansi dan ketepatan waktu pelaporan
pelaksanaan peran dan tanggung jawab tersebut.

Aspek @mpetenc! (kompetensi) menyangkut 2 hLal, yaitu
pemberdayaan unit Pengelolaan Risiko dan peningkatan kompetensi
terkait Pengelolaan Risiko. Unit Pengelolaan Risiko perlu diberikan
ruang yang cukup untuk menjalank€rn peran koordinasi dan
membantu unit lain dalam organisasi untuk menjalankan peran
Pengelolaan Risiko dan pelatihan terkait Pengelolaan Risiko, baik
pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi perlu
di selenggarakan secara berkala.

Aspek decbion making (pengambilan keputusan) meliputi
pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan Risiko (risk
based deci,sion makingl dan pemberi an retaard and punishment
Pengelolaan Risiko. Implementasi dari aspek ini misalnya dengan
menambahkan informasi mengenai hasil Identifikasi Risiko dan
Analisis Risiko terkait pada setiap proses/dokumen pengambilan
keputusan dan mempertimbangkan pertanggungiawaban
Pengelolaan Risiko dalam penilaian kinerja.

lnformed Risk
Decisions

Dealing With
Bad News Reward

6ro Accountability Risk Resources

Transparency Risk Skills

t

E
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Sistem Pengelolaan Risiko perlu dibangun untuk mendukung
baik penciptaan budaya Risiko maupun proses Pengelolaan Risiko.
Pertanyaan mengenai apa, siapa, kapan, dan bagaimana
Pengelolaan Risiko dilakukan perlu diatur dalam sebuah sistem
yang jelas. Implementasi dari tahap ini misalnya tergambar dalam
desain kebijakan Pengelolaan Risiko dan pembentukan struktur
organisasi Pengelolaan Risiko yang ditetapkan oleh pimpinan
organisasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka menerapkan
Pengelolaan Risiko, implementasi subunsur dari lingkungan
pengendalian diantaranya komitmen terhadap kompetensi,
kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi sesuai
kebutuhan, dan penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat
tentang pembinaan sumber daya manusia perlu mengakomodir
kondisi-kondisi yang diperlukan untuk mendukung penciptaan
budaya dan sistem Pengelolaan Risiko tersebut.

b. Penerapan Proses Pengelolaan Risiko

Implementasi unsur penilaian Risiko, kegiatan pengendalian,
informasi dan komunikasi serta pemantauan menunjukkan
penerapatr proses Pengelolaan Risiko. Penerapan proses Pengelolaan
Risiko merupakan kegiatan penting dalam manajemen Risiko
karena merupakan penerapan dan peru'trjudan dari budaya dan
sistem yang dibangun. Salah satu tahapan penting dalam proses
Pengelolaan Risiko adalah proses penilaian Risiko. Terkait dengan
hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam lampirannya
menj elaskan sebagai berikut:

1) Penilaian Risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan
instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat
instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya instansi
pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif Risiko
yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang
bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap Risiko
yang telah diidentifrkasi dan dianalisis untuk mengetahui
pengaruhnya terhadap pencapaian tduan.
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2) Tahapan selanjutnya dari proses Pengelolaan Risiko adalah
kegiatan pengendalian. "Kegiatan pengendalian intern adalah
kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan
dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah untuk
mengurangi Risiko yang telah diidentifikasi selama proses
penilaian Risiko'. Selain proses tersebut, pimpinan instansi
pemerintah juga diharuskan untuk mengidentifrkasi,
memeroleh, dan menginformasikan informasi yang relevan
dalam bentuk dan waktu yang memungkinkan setiap orang
menjalankan tanggung jawabnya, termasuk didalamnya adalah
informasi pelaksanaan Pengelolaan Risiko. Selain itu,
keseluruhan proses Pengelolaan Risiko juga harus dilakukan
pemantauan. Pengawasan dilakukan secara melekat pada
kegiatan manajemen yang berjalan terus-menerus, melalui
evaluasi secara khusus, atau dengan keduanya.

Proses Pengelolaan Risiko secara lebih detail akan dibahas pada Bab III
dari pedoman ini.

B. Keb{iatan Peagelolaan Ristlo Pencrlntah Daerah

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan
pengendalian intern, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan
Pengelolaan Risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost
and benefifl, kejelasan kriteria dan metodologi penilaian Risiko, struktur
pengelola Risiko, perkembangan teknologi informasi, serta dilakukan
secara komprehensif atas tujuan strategis Pemerintah Daerah maupun
kegiatan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, kebijakan Pengelolaan
Risiko perlu ditetapkan sebagai bentuk penegasan sistem Pengelolaan
Risiko yang akan diterapkan sekaligus sarana untuk membangun budaya
Risiko.

Adapun kebijakan pengaturan penyelenggaraan Pengelolaan Risiko di
lingkup Pemerintah Daerah, meliputi:

1. Penetapan konteks Pengelolaan Risiko

Konteks Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas
tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tqiuan pada tingkatan
kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasilikasikan menjadi:

a. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan untuk
mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran
strategis pemerintahan daerah yang tertuang dalam RPJMD.
Pengelolaan Risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah
dilakukan oleh Gubernur bersama wakil Gubernur, dibantu oleh
kepala Perangkat Daerah, selaku UPR tingkat Pemerintah Daerah
di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

\

I



11

b. Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan
mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran
strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen
perencErnaan strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat
Daerah).

Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh
masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran
manajemennya, sebagai UPR tingkat Perangkat Daerah.

Koordinator teknis Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah
dilakukan oleh sekretaris Perangkat Daerah/kepala
bagian / kepala bidang yang menangani perencanaan.

c. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko operasional (kegiatan) Perangkat Daerah
bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan
sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang
tertuang dalam dokumen perenc€rnaan keda tahunan Perangkat
Daerah, seperti: penetapan kinerja Perangkat Daerah, dan
rencana kerja Perangkat Daerah.

Pengelolaan Risiko operasional tingkat Perangkat Daerah
dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah
bersama jajaran manajemennya, sebagai UPR tingkat Perangkat
Daerah.

Koordinator teknis Pengelolaan Risiko
dikoordinasikan oleh kepala sub bagian yang
perencanaan pada Perangkat Daerah.

Penetapan Struktur Analisis Risiko

Penetapan struktur Analisis Risiko bertujuan memberikan
pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam
Pengelolaan Risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai aspek-
aspek Pengelolaan Risiko, yang antara lain meliputi:

a. Sumber Risiko, berasal dari internal dan ekstemal. Risiko yang
berasal dari faktor eksternal misalnya peraturan perundang-
undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan
gangguan keamanan. Risiko yang berasal dari faltor internal
misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia
yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebljakan
dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak
kondusif.

b. Dampak Risiko, diidentifrkasi untuk mengetahui pengaruh atau
akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa atau kejadian
yang menghambat pencapaian tujuan; dan

c. Pihak yang terkena dampak, diidentifrkasi untuk mengetahui
pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang terkait
dengan pencapaian tduan.

operasional
menangani

I

2.



t2

3. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan
pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam
Pengelolaan Risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria
penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko yang telah diidentifikasi,
sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang
dapat diterima lacceptable risk) atau tingkat Risiko yang dapat
ditoleransi (tolerable risk) maupun tingkat Risiko yang tidak dapat
diterima (unawptable nsk) dan memerlukan respons pen€rnganan
lebih lanjut. Kriteria penilaian Risiko terdiri dari 3 (tiga) komponen,
yaitu skala dampak Risiko, skala kemungkinan terjadinya Risiko,
dan skala tingkat Risiko (nilai Risiko).

a. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak
Risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis
dampak Risiko. Kriteria skala dampak yang digunakan pada
Pemerintah Daerah menggunakan kriteria skala 5:

Dalam skala 5, kategori dampak Risiko dan operasionalisasinya
dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Contoh 2 Skda Dampat Risiko Datam Skala 5

Songot Tinggi 5

ringgi

Modsrot

Tldokslgnflkon l

k6rugion
songot bgsor

kogioton t.rhenti,
tujuon tidok
tercopoi

terugion
b€sor

kegioton songot
torhombot, tidok
ef€ktif

kerugion
cukup besor

kegioton telhom-
bot kurong ef€ktif

k€.ugion
kecil, kurong
moteriol

n€otil, ters€bor
luos di bqnyok
modio

n€gstil tersobor di
beberopo medb
nosioool/lokol

n€gotif, tsrsobor dl
bob€ropo m6dio
lokol

p€longgoron
serius, terkeno
sonksi

4

3

2xecll

p€longgoron
s6rius, sonksi
tertulis

pelonggoron
bioso, sonksi
tertulis

k6rugion
tidol
moteriol

kggiston tsrhom-
bot kurong €fesien

homboton
tegiston tgrto
ngont tujuon
tercopoi

negotif, tordopqt
pembedtoon

odo pemboritoon
nogotit nornun
tidok motoriol

polon99oron
bioso, sonksi
t€guron

tidok moteriol

Operosionol Oompok Risiko

Xinodo RoFjtoslKeuongon Bukum

XotegoriDompok Sfor

Tabel2.2

b. Skala Probabilitas Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk
menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan te{adinya
Risiko. Pemerintah Daerah menggunakan skala 5 dengan skala
probabilitas Risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan
sebagai berikut:

\,
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Contoh 2 Skata Probabititas Risiko Datam Skala 5

sqrEqt sering

se.lng

Modorot

Joaong

5 SorEot s€ nghompir postitaiodi
(probot'ilitos , 801)

S€dng terjodi (probobilitos ' 60r[
s.d.80x)

Kemungkinon toriodi, (probobilitos,
40% sd 60r)

l(emunglinon t6rirdirnestipun kecil

Dopot torjodi b€beropo loli
dolom I tohun

KemuEkimn toriodi s€toli
ddlom I tohun

Komungkinon toriodi sekoli
doloml-5tohun

4

3

2 komungkimn teriodi sotoli
ddomS-l0tohun

Songot jorong te4odi (probobilitos (
20%

Kemungkinon terjodi s€koli
dolom l0 - 20 tohun

hil(gi,r'i
l'rohihililr\

Operosionol Dompok Pisiko

rcirdqnTuiggpl {.iodot B.ruhrB
skor

Tabel 2.3

c. Kategori Risiko

Kategori Risiko sangat penting dalam menjamin identifrkasi
Risiko yang komprehensif dan pengikhtisaran atau pelaporan
Risiko. Kategori Risiko disusun sesuai dengan kondisi
lingkungan organisasi. Kategori Risiko minimal di Pemerintah
Daerah adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Kategori Risiko

Ihtegorl
Rielko Definisi

1 Risiko
Pendapatan

Risiko yang disebabkan oleh tidak
tercapainya target pendapatan daerah.
Pendapatan meliputi pendapatan asli
daerah, pendapatan transfer dan
pendapatan daerah lainnya.

2 Risiko
Belanja

Risiko yang disebabkan oleh kegagalan
dalam penyerapan belanja daerah, tidak
sesuai proyeksi (proporsionalitas
penyerapan), atau tidak sesuai dengan
sasaran penggunaar. Belanja meliputi
modal, barang, pegawai, transfer, hibah,
bantuan sosial dan lainlain.

Risiko
Pembiayaan

Risiko yang disebabkan
pemenuhan pembiayaan,
maupun jadwal waktunya.

oleh
baik

kegaga.lan
nominal

4 Risiko
Strategis

Risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan
organisasi dalam mengambil keputusan
dalam memilih strategi, ketidaktepatan atau
tidak dilaksanakannya suatu keputusan
strategis, serta kegagalan dalam
mengantisipasi perubahan lingkungan
organisasi berupa perubahan kondisi sosial,
politik, dan ekonomi.

\

SongotJorong I

I{o.

3.

a



5 Risiko
Fraud

Risiko yang timbul karena kecurangan yang
disengaja yang merugikan keuangan negzra.
Fraud meliputi: pengelapan aset (barang
milik negara atau kas dan setara kas),
korupsi (suap-menyuap, gratifrkasi, dan lain-
lain) serta manipulasi laporan kinerja dan
keuangan.

6 Risiko
Kepatuhan

Risiko yang timbul al<ibat organisasi tidak
mematuhi dan/atau tidak melaksanakan
peraturan perundang-undangan dan
ketentuan yang berlaku. Sumber Risiko
kepatuhan antara lain timbul karena
kurangnya pemahamal atau kesadaran
hukum terhadap ketentuan maupun
peraturan perundang-undangan yang
berlaku umum.

7 Risiko
Operasional

Risiko yang disebabkan :

. ketidakcukupan dan/atau tidak
berfungsinya proses internal, kesalahan
manusia, dan kegagalan sistem.

. adanya kejadian ekstemal yang
mempengaruhi operasional organisasi.

. adanya tuntutan hukum dari luar kepada
organisasi.

8 Risiko
Reputasi

14

Catatan Untuk risiko SPBE, kategori risiko berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Nega-ra dan Reformasi Birokrasi
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Apabila dipandang perlu, Gubernur dapat menambahkan
kategori Risiko selain 8 (delapan) kategori Risiko di atas.

d. Selera Risiko Provinsi Jawa Barat
Selera Risiko Provinsi Jawa Barat merupakan kebijakan yang
menjadi acuan dalam menentukan apakah suatu Risiko perlu
ditangani atau tidak. Selera Risiko mencerminkan bagaimana
organisasi menyeimbangkan efisiensi, pertumbuhan, hasil, dan
Risiko. Penyusunan selera Risiko Provinsi Jawa Barat
merupakan tugas dan tanggung jawab Komite Pengelolaan
Risiko. Selera Risiko Provinsi Jawa Barat yang disusun oleh
Komita Pengelolaan Risiko. Selera Risiko digunakan di tingkat
Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Penetapan selera
Risiko tercantum pada tabel berikut:

Y

Risiko yang disebabkan oleh menurunnya
tingkat kepercayaan pemangku kepentingan
ekstemal yang bersumber dari persepsi
negatif terhadap organisasi.
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Tabel 2.5
Selera Risiko

I{o. Ihtegorl RlslLo Bcraretr Rt lto !ra!g Hrnra
Dtnttlgart

1 Risiko Pendapatan >to
2 Risiko Belanja > 10

Risiko Pembiayaan >10

4 Risiko Strategis

5 Risiko Fraud >4

Risiko kepatuhan >9
7 Risiko Operasional > 15

8 Risiko reputasi > 15

e. Skala Nilai Risiko (Matriks Risiko)

Skala nilai Risiko atau matriks Risiko merupakan hasil perkalian
skor dampak Risiko dan skor probabilitas Risiko, yang
diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta Risiko
prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat
Risiko yang dapat diterima (a@ptdble risk) maupun tingkat
Risiko yang tidak dapat diterima (unawptable nsk). Contoh
kriteria penerimaErn Risiko disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Contoh lciterh Penerimaan Risiko

xrite.io urttuk PcnGrimoqn tidko

I-2 (songot rendoh)

3-4 (Rendoh)

6-s (ringgi)

Oopot diterimo

Dopot diterimo

Horus menjodi p€rhotion monojemen don
diperlukon pengendolion yong boik

Tok dopot diterimo, diperlukon pengendolion
yong songot boik

t2-16 (Songot tinggi)

\

3.
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6.

Skala Nilai Risiko

Untuk lebih memudahkan penentuErn Risiko prioritas dan
awptable/ unac@ptable rislc, dapat pula digunakan matriks
Risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas Risiko serta
kriteria level Risiko/ n;sk appetite yang telah ditentukan. Matriks
Risiko dapat dibuat dalam skala 5, dengan ilustrasi sebagai
berikut:



Penetapan area atau bidang yang menjadi Risiko prioritas yang
memerlukan penanganan/respons Risiko Pemerintah Daerah
dipengaruhi oleh selera risiko atau preferensi manqiemen
Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, dalam tabel di atas, kategori
sangat tinggi (merah) dan tinggi (oranye) merupakan area yang
memiliki Sisa Risiko yang membutuhkan penanganan dengan
prioritas yang sangat nnggj (unaceptable ri.sk). Selanjutnya,
untuk kategori moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya
lunaceptable risk), sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat
rendah (h!jau) merupakan Risiko yang dapat ditoleransi dan
diterima (aceptable rislQ.

Contoh kriteria dan skala dampak serta kemungkinan juga dapat
mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Nomor PER-688/KlD4l2Ol2 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Peni-laian Risiko di Lingkungan
Instansi Pemerintah.

4. Penetapan Struktur Pengelolaan Risiko

Berdasarkan kajian Puslitbangwas BPKP tentang Praktik-Praktik
Struktur Manajemen Risiko di Indonesia, dalam kerangka ttvee lines
of defense, struktur manajemen Risiko umumnya terdiri dari komite
Pengelolaan Risiko, UPR sebagai.frst line of deferse, chief risk officer
yang didukung oleh unit manajemen Risiko, dan UKR sebagai
seclc,nfi line of defense, serta unit audit internal sebagai third line of
defense. Implementasi struktur manajemen Risiko dapat bervariasi
tergantung kompleksitas organisasi. Mengacu pada kajian tersebut
di atas, struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dapat
dicontohkan sebagai berikut:

\

Dampak/Konsekuenei
Tidak

sifFifikan K{il Be6.r
SanSrt

.irlifik n

H.opir p..ti

Keoun*in n
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Contoh Matriks Analisis Risiko dalam Skala 5

Tabel 2.7

sed.nt
MATRIKS

ANAUSIS RISIKO
I 2 5314
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Gaabar 2.5

Stnrttur Pen3clotaen Rlrllo Pcmcrlntrh Provb.t

toMlrt PtxGELota iistxorx. PtMoa

: $lrtl^in o lrAx

lrlc@l^ : EaAATE TGI I Dra x

Berdasarkan Gambar 2.5 di atas, dalam Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah dibentuk struktur Pengelolaan Risiko, yang
terdiri atas:

a. Gubernur sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko;

b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan
Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;

c. Gubemur sebagai UPR tingkat Pemerintah Daerah, kepala
Perangkat Daerah sebagai UPR tingkat Perangkat Daerah;

d. komite Pengelolaan Risiko;

e. Inspektur Daerah sebagai UKR;

f. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan;

Struktur Pengelolaan Risiko diuraikan sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab

Gubernur sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan
arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

Dalam kapasitasnya sebagai Gubernur, Gubernur juga
bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian Risiko
pada Pemerintah Daerah.

Gubernur menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah
Daerah untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Risiko.

GUBERT{UR

. r{x r.cGUiF r w a,frlcaotl x rSIo

. raxi'i rlro : ttiao

. lOOn tDl tsiflElt66/xrrrx

. tffil l,ll.r StLtUal^t O aUll (tL
lsEorl 0

. mar lsao ll- 3tr,ol t

.,a ur r6ao rr.lsftoi r
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b. Koordinator Penyelenggaraan

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan
berwenang mengoordinasikan Pengelolaan Risiko di lingkungan
Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya,
Sekretaris Daerah selaku koordinator penyelenggaraan,
melakukan kegiatan antara lain:

1) menyusun jadwal/agenda penilaian Risiko;

2l membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen
Pengelolaan Risiko misalnya surat menJrurat, undangan
rapat, dan notulen;

3) memfasilitasi proses penilaian Risiko;

4l kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

c. UPR

UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab
melakukan Pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya. Adapun
tanggung jawab Pemilik Risiko adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (risk assessmenQ
atas Risiko tingkat strategis dan/ atau tingkat operasional,
serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja
masing-masing.

2l Melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam
pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

3) Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian
kine{a dan peristiwa Risiko yang tedadi di masa lalu
dalam unit kerja masing- masing, sebagai indikator
peringatan dini (earlg uaming indicatofl dan sebagai
d.ataba.se untuk memprediksi keterjadian Risiko di masa
yang akan datang.

4) Menyusun hasil penilaian Risiko (risk assessmenQ untuk
dilaporkan kepada UKR.

5) Memberikan masukan kepada komite Pengelolaan Risiko
tentang pelaksanaan pengendalian Risiko.

6) Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap
pelaksanaan pengendalian Risiko.
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UPR dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

1) UPR tingkat Pemerintah Daerah

Struktur UPR tingkat Pemerintah Daerah, terdiri dari:

Ketua : Gubernur, selaku Pemilik Risiko
tingkat Pemerintah Daerah ;

Koordinator Teknis : Kepala Bappeda, atau unit lain
merangkapanggota yangmenanganiperencanaan;

Anggota : seluruh kepala Perangkat Daerah
(Sekretaris Daerah, sekretaris
DPRD, Inspektur Daerah, kepala
dinas, kepala badan, dan direktur
RSUD, dan sebagainya

2) UPR tingkat Perangkat Daerah
Struktur UPR tingkat Perangkat Daerah, terdiri dari:

Ketua : kepala Perangkat Daerah, selaku
Pemilik Risiko tingkat Perangkat
Daerah

Koordinator Teknis : sekretaris Perangkat
merangkapanggota Daerah/kepalabagian/bidangyang

menangani perencanaan pada
Perangkat Daerah

Anggota : seluruh kepala
bagian/ bidang/ irban pada
Perangkat Daerah yang
bersangkutan

d. Komite Pengelolaan Risiko

Dalam rangka mendukung Pengelolaan Risiko tingkat
Pemerintah Daerah, Gubernur membentuk komite Pengelolaan
Risiko, dengan tugas sebagai berikut:

1) Merumuskan kebljakan, arahan serta menetapkan hal-hal
terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur
normal;

2) Melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan,
supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan
Pemerintah Daerah;

3) Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan
pembinaan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

\
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Komite Pengelolaan Risiko terdiri atas:

1) Gubernur sebagai ketua;

2) kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota; dan

3) kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

e. UI(R

UKR bertanggung jawab memantau pelaksanaan Pengelolaan
Risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Inspektur
Daerah bertindak sebagai UKR pada Perangkat Daerah.

Inspektur Daerah akan melakukan pemantauan terhadap
Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, UKR melakukan
kegiatan antara lain:

U Memantau penilaian Risiko dan RTP;

2l Memantau pelaksanaan RTP;

3) Memantau tindak lanjut hasil reviu manajemen Risiko;

4l Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan
pemantauan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

f. Penanggung Jawab Pengawasan

Inspektorat Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan,
bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi
terkait penerapan Pengelolaan Risiko. Dalam melaksanakan
tanggung jawabnya, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan
antara lain:

1) Memberikan layanan konsultasi penerapan Pengelolaan
Risiko pada Pemerintah Daerah;

2l Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas
Pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
instansi pemerintah;

3) Melaksanakan kegiatan reviu manajemen Risiko minimal I
(satu) kali setiap periode penerapan.



2l
C. Ketertaitan Pengelolaan Rtsito deagan ManaJemen pemeriatahan

Daerah daa Pengawasaa Intern Berbasis Rtgiko

Pengelolaan Risiko idealnya menjadi bagian yang terintegrasi ke
dalam manajemen pemerintahan daerah yang tercermin diantaranya
dalam proses perencanaan dal pelaksanaan anggaran. Keterkaitan
tersebut artara lain digambarkan pada Gambar 2.6 dan 2.7 berikut:

Keterkaltaa antara pengel.t."Hlff ?;u"*, Maraje,en pemertatahan
Daerah (Tahua 2O1X-U

Gambar 2.7

KcterLaltan atltara Pe[gelolaan Rlslto deagaa Maaqiemen pemerlutahan Daerah
(Tahuo 2O1X sampal Tahua 2O1X+U

a r.'r* Im]x, I

T;-.D.. l
I mrxr I

-E-
r tnr

Penyusunan/Revisi xebij€lan datr SOP
seda Pengkomuoikasian

FrituP.ic&Bls&rtgk/ardrtud.rrrdriur

$nuai - oesembs I8hui 20tx .l€3 F€b 201)(+l

l.vil,lPlP

Aft..'Pa..uuE&b.dl0idlriAAo..r

lrll.l!.h.;hho
lid. Iolu 2!lI

t,itiE-rie-tln drt3-r,r!td!

H@E

i

I

I
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Keterkaitan antara Pengelolaan Risiko dengan manajemen
pemerintahan daerah antara lain tercermin dari waktu penyusunan dan
pemanfaatan dokumen Pengelolaan Risiko.

Penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah dilaksanakan setelah
diselesaikannya dokumen RPJMD. Selanjutnya dokumen hasil penilaian
Risiko dilakukan reviu dan dimutakhirkan setiap tahun bersamaan
dengan proses penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas
plafon anggaran sementara.

Penilaian Risiko strategis Perangkat Daerah dilaksanakan pada saat
diselesaikannya rencana strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya
dokumen hasil penilaian Risiko dilakukan reviu dan dimutakhirkan
setiap tahun bersamaan dengan proses pen5rusunan RKA Perangkat
Daerah.

Penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah dilaksanakan
bersamaan dengan proses penyusunan dokumen RKA Perangkat Daerah.
Oleh karena itu, draft dokumen penilaian Risiko dapat dijadikan sebagai
salah satu kelengkapan atas dokumen RI(A Perangkat Daerah yang
diserahkan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah. Kepala Perangkat
Daerah diharapkan telah mempunyai draft penilaian Risiko strategis dan
operasional Perangkat Daerah pada saat pen5rusunan RKA Perangkat
Daerah. Pada saat ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran
Perangkat Daerah maka dokumen penilaian Risiko dan RTP sudah harus
final.

Inspektorat Daerah dapat melakukan reviu atas draft dokumen
penilaian Risiko Perangkat Daerah sebelum dilakukan reviu atas RKA
Perangkat Daerah. Hasil reviu dari Inspektorat Daerah dijadikan bahan
untuk memperbaiki draft dokumen penilaian Risiko yang disusun oleh
Perangkat Daerah. Draft dokumen penilaian Risiko juga dapat diperbaiki
sesuai dengan pengesahan RAPBD menjadi APBD. Kegiatan pengendalian
yang akan dibangun sebagaimana tercantum dalam dokumen RTP
diharapkan akan ditindaklanjuti dalam tahun anggaran berjalan sehingga
dapat mendukung keberhasilan tujuan kegiatan yang dilakukan
Perangkat Daerah, walaupun tidak menutup kemungkinan ada sebagian
RTP yang sudah harus dibangun sebelum tahun anggaran berjalan.
Dokumen penilaian Risiko yang telah ditandatangani oleh kepala
Perangkat Daerah diserahkan kepada Gubernur dengan tembusan antara
lain kepada Inspektorat Daerah. Dokumen penilaian Risiko tahun
be{alan menjadi bahan masukkan dalam pen5rusunan dokumen
penilaian Risiko tahun yang akan datang. Secara menyeluruh pemetaan
terkait waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam Pengelolaan Risiko dan
manajemen pemerintahan daerah, disajikan pada Tabel 2.8.

\



Prosas p€nyusu
non RPJMD (Sotu
tohun sebslum
RPJMD 5 tohunon
bsrjolon sd RPJMO
dhetopkon)

Proses penyusunon
Renstro OPO (Sotu
tohun sebelum
RPJMD 5 tohunon
b€rjolon sd RPJMD
ditetopkon)

Jonuori - Mei
Tohun 20lx-l

Oktober Tohun
20lx-l

Novgmb€r -
Desember Tohun
20lx-l

Jonuori sd
D€somber Tohun
20tx

Prosgs penyusunon
RPJMD

Proses p€nyusunon
Renstro OPD

Penyusunon RKPD

don Renjo OPD

Arohon don keui:kon
peniloion risiko 5
tohunon
Penyusunon Risiko
Strotegis Pemdo

Penyusunon Risiko
strot6gis (Entitos)
OPD

Arohon don keurokon
peniloion risiko
tohunon

Penyusunon Risiko
OperosionolOPD
Pengkomunikosion
Risiko don RTP,

Penyusunon otqu
Rovisi KSOP

Pengkomunikosion
p€rubohon KSOP

- (omite pengeloloon
Risilo

- Sekdo seloku
- UPi Pemdo ((epolo

Doeroh don Kepolo
OPDi SKPD)
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- Dokumen Arohon
don kebijokon
peniloion risiko 5
Tohunon

- Doftor Risikodon
RTP Strotsgis
Pemdo

Doftor Risiko don RIP
strotegis (Entitos)
OPD

Dokumen Arohon don
kebijokon peniloion
risiko tohunon

Doftor risiko don RTP

Operosionol OPO

- Psrboikon RTP

- KSOP

- Notulen pengkomu
nikosion

- Finolisosi Doftor
risiko don RTP

Tgbel 2.t
Waktu, Tahapaa, dan Plhal TerLalt d'l'n Peagelolaaa Rlsllo

2 - (omite pengololoon
risiko

- Sekdo seloku
(oordinotor

- UPR Tingkot Es.l / 2
(xepolo oPD/sKPD
don (obog/(obid
OPD)

3

4 Agustus-Septem-
ber 20lx-l

Penyusunon R(A
OPD (Penetopon
rgncono sosoron &
Pogu onggoron per
kegioton)

komite Pengeloloon
Risiko

- Xepolo OPD
- Unit Pemilik Risiko

Iingftot Es 3,4 OPD

- Kepolo OPD
- Komite Pengsloloon

Risiko
- UPR Tingkot Pemdo,

Tingtot Eselon l, 2, 3,
don 4

- Sgkdo seloku
koordinotor

5

6

7

Penyusunon RAPBO,

Perdo APBD

Penyusunon
Roncongon DPA @D,
don penetopon DPA
OPD

Peloksonoon APBD
Psnyusunon otou
penyempumoon
KSOP (rindok lonjut
RTP)
Pebksonoon KSOP

- Xomite Pengeloloon
Risiko

- UPR Tingkot Pemdo,
Tingkot Eselon l, 2, 3,
don 4

- (omite Pengeloloon
Risiko

- Kepolo OPO
- Peloksono Progrom

don kegioton

- IJPR lingkot Pemdo,
Iingkot Esolon I

don
2, Iingkot Eselon 3
don 4

- Unit KepotutEn
- s6kdo s€loku

koordinotor

KSOP

Bukti peloksonoon
KSOP

Bertolo
(triwubnon)

Pshporon don
monitoring risiko don
KSOP

Tohopon
Monojemen

Pemdo

Tohopon
Pengeloloon

Risiko

Output Tohopon
Pengelolo Risiko

No Peloksono

\

- Form Monitodng
Risiko

- Form Monitodng T!.

RTP

I

Woktu



Juni-Juli Tohun 20lX Penyu.sunon KUA
PPAS (Penetopon
sosoron rrrlkro don
pogu onggoron
Pemclo)

Perryusunon R(A
OPD (Penetopon
rencono sosoron &
pogu onggoron per
kegioton)
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- Notulen ropot
- toporon pemon

touon (tdwulonorL
tohunon. 5
tohunon)

Pemontouon kinerjo,
risiko, don erektiritos
KSOP yong dibongun

Reviu don pomutokhi-
ron Risiko Strotegis
Pemdq.
cototon:
Risiko strotegis
Pemdo qkon diriviu
dqn dimutokhirkon
setiop tohun

Unit Kepotuhon
Pengeloloon Risiko

- IJPR Pemdo
(Kepolq Eroeroh
don Kepolo
oPo/s(Pos

- Sekdo seloku
Koo.dinotor

- Kepolo Doeroh
- kspolq OPD
- UPR Tingkot

Pemdo, Tingkot
Eselon I don e
Tingkot
Eselon 3 don 4

- Unit Kepotuhon
- Sekdo seloku

koordinotor

- Kepolo Doerqh
- Sekdo seloku

Koordinotor
- Unit PEmilik Risiko

Tingkot Es.l don 2
(Kspolo oPD/sKPD
don Kobog/Kobid
OPD)

Doftor Risiko don RTP

Strotegis Pemdo
yong dimutokhi*on

Doftqr Risiko dqn RTP

Strotegis (Entitos)
OPD

toporon Pengeloloon
Risiko Tohun 20lx

Loporon Evoluosi
Pengeloloon Risiko

Loporon Peniloion
Moturitos SPIP

I

Agustus-September
20tx Reviu don pemutokhi-

ron Risiko stroteois
(Enritos) oPD -
Cototon:
Risiko strotedis
(entitos) oPd okon
diriviu don
dimutokhirkon setiop
tohun

Jonuori - Februori
Tohun 20lX+l

Paloporon Keuongon
Rdviu APIP

Peloporon Pengslo-
loon Risiko Tohun 20lX

Februqri - Moret
Tohun 2O1x+l)

Evoluosi p€ngeloloon
risiko oleh APIP

Peniloion Moturitos
SPIP

- tnspektorot (APIP
Doeroh)

- Kopolo Doeroh
- Kepolo OPD
- hspektorot (APIP)

Doeroh

Tohopon
Monojemen

Pemdo

Tqhqpon
Pengeloloon

Risiko

Output Tohopon
Pengelolo Risiko

Peloksqno

Adapun keterkaitan antara Pengelolaan Risiko dengan Pengawasan
Intern berbasis Risiko antara lain tercermin dalam pemanfaatan dokumen
penilaian Risiko yang telah disusun dan diformalkan sebagai bahan
perlimbangan dalam penyusunan rencana pengawasErn berbasis risiko
oleh Inspektorat Daerah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 49 ayat (5) dan
(6) Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah yarg menyatakan bahwa:

"Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan
dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang
didanai dengan APBD".

No Woktu

I
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Giambar 2.8 llubungan Prorec Pengelolaan Rl.llo dalr PIBR

Selain itu dalam daftar uji Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengenai Identilikasi
Risiko menyatakan bahwa:

a. pimpinan instansi pemerintah menggunakan metodologi Identifikasi
Risiko yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada
tingkatan kegiatan secara komprehensif.

b. Risiko yang diidentifrkasi pada tingkat Aparatur Sipil Negara dan
pimpinan tingkat menengah menjadi perhatian pimpinan instansi
pemerintah yang lebih tinggi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa:

a. penilaian Risiko perlu dilakukan sampai ke tingkat Perangkat Daerah,
terutama penilaian Risiko pada tingkatan operasional (kegiatan) pada
pimpinan tingkat menengah;

b. Inspektorat Daerah selaku APIP di Daerah Provinsi perlu melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah.

\
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BAB III

PROSES PENGELOI"AAN RISIKO PEMERINTAII DAERAH

A. Gaabana Uourn Proser Pcngelolaaa Risito

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan,
dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup pemerintahan yang antara
lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan
pengelolaan atas Risiko-Risiko yang dapat menghambat pencapaian
tujuan Pemerintah Daerah. Pengelolaan Risiko atas urusan wajib/pilihan
dilakukan melalui beberapa tahapan yang membentuk suatu siklus
sebagaimana dapat diilustrasikan pada Gambar 3. 1.

Gamber 3.1 Tahapan Pergelohar Rlclko Pemerlatah Daerah ata. Uruaalr

p ldentifikosi x6l6mohon
llngkungon Pengendqlion lntern

i Penilaian Risi ko(-- its
- i--

i--

P.notopon xontoks/Tuiuon

J

ldrndfi*o.i Risiko

j
Anolisis Risiko

.t

xogioton Pengerdolion ]

Tahapan proses Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah tersebut
terinci sebagai berikut:

l. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

a. persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;

b. penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian mela-lui
reviu dokumen;

c. survei terhadap lingkungan pengendalian melalui control
enubontment eualuatbn; dan

d. simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan
wajib/pilihan.
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Penilaian Risiko

a. penetapan konteks/ tujuan

1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan yang akan
dilakukan penilaian Risiko;

2) Persiapan penilaian Risiko, yang meliputi:

a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan
Risiko; dan

b) Menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.

b. Identifrkasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai Risiko yang meng.rncam pencapaian
tujuan diidentilikasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

c. Analisis Risiko

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;

2) Melakukan validasi Risiko;

3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang
dibutuhkan;

4) Menyusun RTP, yang meliputi tahapan:

a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan
lingkungan pengenda-lian;

b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan
dalam rangka mengatasi Risiko;

c) Menyelaraskan RIP;

d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas
RTP; dan

e) Menyusun rancEmgEm monitoring dan evaluasi Risiko dan
RTP.

Kegiatan Pengendalian

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penJrusunan atau
penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut
dari RIP; dan

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Informasi dan Komunikasi

Meliputi tahapan pengomunikasian pengendalian yang dibangun dan
hasil dari tiap tahapan Pengelolaan Risiko.

Pemantauan

a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;

b. Pemantauan kejadian Risiko; dan

c. Memantau pelaksanaan tiap tahapan Pengelolaan Risiko.

3

4

5
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B. Tahapea Pengelolaan Rtstto

l. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Ikhtisar identifrkasi
kelemahan lingkungan pengendalian intern disajikan dalam Tabel
3.1.

T.bal,3.1
llfitisar ldentifikasi KeLm.han Lingkungan Pengendalrian lntcm

Mengidontilitosr X€l€rnohon lel€mohon dolom setiop sub ufi Ul ringkungon
pengendolion i1t€rn

Simp{rbn fmdd llhgtungon peng€rEk bn lntern don t leftolrn dolom sub
unlur lhgtungon p€.Borddlon intorn yong mm€rhrtoh P€.bollar

- S€tdo seloku Koo.dinotot
- Unit Pem,lrk Rilito P€msnntoh Dooroh (Kepolo Do€roh don (oporo oPD/

kauolun

Poldsono/Pihot T€rtoit

- P€rryu$rnon RPJiTO
- Dlr6rir/ dirrutolhiton.dop rdx'| po6 soot FryuarlEn xu /PPAS

- Reviu dotum€r\ orElasis into.mog dori m€dio mosso, wowoncoro dll
-Suwei p€rsop6i otos lingkungon p€ngondolion int.rn d€ngoh rn€tode CEt

Identilikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan
melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian
pelaksanaan urusan wajib/ pilihan pada Pemerintah Daerah sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan
pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan
langkah -langkah sebagai berikut:

Gambar 3.2
ldentifikasi Kelemahan Lingkulngan Pengohdatian

,-

-r- -

a Persiapan Penilaian

1) Persiapan Data

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan
pengendalian urusan wajib / pilihan Pemerintah Daerah
dapat berupa:

a) laporan hasil pemeriksaan pada Pemerintah Daerah
yang bersangkutan misalnya pemeriksaan kinerja dan
pemeriksaan lainnya atas urusan wajib/ pilihan terkait;

Persiopon doto
don kuesionsr

kojioO reviu otos
kondisadon kultur

instonsi b€rdosorkon
tlosiloudil ko,ion,

berito, wowoncoro,
doto loinnyo

surveipersepsi
pegowoiotos

kondisi lingkungon
pengendolion
melolui Cor,tro,
Envtontment

Evq,uotion (cEt)

Merldosorkon
kepodo duo hosil

simp{rlqn s6mentoro
yoitu hosilpeniloion
owoldon hosilsuNei

persepsi

fumbor dolo dorio

PersioDon Peniloion Peniloion owolotos
kelemohon lingkungon
pengendolion melolui

reviu dokurn€n

Surve, ternodop
lingkungoo

pengendolion
melolur CEI

Simpulon kelemohon
lingkungon

pengendolioo
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b) hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusarr
wajib/pilihan oleh Inspektorat Daerah;

c) hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan
wajib/pilihan Pemerintah Daerah; dan

d) berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan
Pemerintah Daerah dari berbagai sumber misalnya
media massa, internet, hasil penelitian, dan
sumber-sumber lain yang relevan dan andal.

2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan
pengendalian dan kertas kerja tabulasi kuesioner dengan
format tercantum pada Lampiran II Form 1.a.

b. Penilaian Kelemahan Lingkungan pengendalian melalui Reviu
Dokumen

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah
Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran
permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian.
Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunalan data yang
dikr.rmpulkan pada langkah persiapan penilaian. Dalam
pedoman ini, sebagai contoh data yang digunakan untuk
menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern
pada Pemerintah Daerah secara umum yaitu:

1) Laporan hasil audit kineq'a Inspektorat Daerah dan laporan
hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; dan

2) Berita pada media massa.

Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan
lingkungan pengendalian intern di pemerintah Daerah
sebagaimana disajikan pada Lampiran II Form 1.b.

c. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui CEE

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi
pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan
pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah. Survei
tersebut dapat menggunakan metode antrol enuironm.ent
eualuatian (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas
pengendalian lantrol sef assessment (CSA) yang diaplikasikan
pada lingkungan pengendalian.

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam
atau diklarifrkasi maka dapat dilakukan klarifrkasi kepada
beberapa responden terpilih yang memahami urusan
wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

Contoh simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern
Pemerintah Daerah menurut metode CEE yang diterapkan oleh
peserta foans group drscussion Daerah provinsi yaitu memadai
atau kurang memadai sebagaimana disajikan dalam Lampiran II
Form 1.a.

\
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Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada urusan wajib
pelayanan dasar bidang kesehatan ditemukan kelemahan
lingkungan pengendalian pada subunsur penyusunan dan
penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber
daya manusia yaitu rekrutmen, retensi, maupun prosedur
pemilihan sumber daya manusia belum dilakukan dengan baik.

Simpulan Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi,
selanjutnya disimpu-lkan kondisi lingkungan pengendalian pada
Pemerintah Daerah dengan menggunakan kertas kerja
sebagaimana disajikan dalam Lampiran II Form l.c.

Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara/ konfirmasi
apabila diperlukan, untuk mengklarifrkasi informasi yang
kurang jelas/ memerlukan pendalaman dalam rangka
penarikan kesimpulan. Sebagai contoh, simpulan hasil
penilaian lingkungan pengendalian adalah sebagai berikut:

1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika:

Banyak terjadi pencopotan/ mutasi pejabat karena
tersangkut kasus hukum.

2) Komitmen terhadap Kompetensi

a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi
dan pengalaman; dan

b) Kualifikasi dan kompetensi dokter serta tenaga
kesehatan di RSUD Daerah Provinsi belum memenuhi
kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era
JKN.

3) Kepemimpinan yang Kondusif

a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan
Risiko yang memberikan kejelasan arah
Risiko.

Pengelolaan
Pengelolaan

b) Rencana strategis dan rencana ke{a Pemerintah Daerah
belum menyajikan informasi mengenai Risiko.

4) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang
Pembinaan SDM

a) Daerah Provinsi belum menginternalisasi budaya sadar
Risiko.

b) Belum terdapat pemberian retoard dan/ atau punishment
atas Pengelolaan Risiko.

c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam
perhitungan penghasilan.

d) Anggaran pengembangan sumber daya manusia belum
memadai.
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e) Daerah Provinsi belum memiliki strategi dalam
pemenuhan dan pendistribusian sumber daya manusia
kesehatan di Puskesmas.

5) Perwujudan Peran APIP yang Efektif

Inspektorat Daerah belum melakukan audit kine{a yang
dihubungkan dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah.

Mengingat pentingnya kondisi lingkungan pengendalian
yang baik, sedapat mungkin Gubernur dan kepala
Perangkat Daerah diikutkan dalam pembahasan kondisi
lingkungan pengendalian. Simpulan akhir atas kondisi
Lingkungan Pengendalian Pemerintah Daerah akan menjadi
dasar bagr penyusunan rencErna tindak perbaikan
lingkungan pengendalian.

Penilaian Risiko

Ikhtisar penilaian Risiko disajikan dalam Tabel 3.2

Tab€l32
lkhtisar Penilahn Risiko

Tujuqn

Keluoron

P6loksono/Pihok Terkoit

k

Sumber doto utomo

Woktu

- Menetopkon konteks/tujuon don memilih tujuon yong okon dilokukon
peniloion risiko

- Melokukon identifikosi risiko don onolisis risiko
- Menetopkon risiko-risiko yong okon ditongoni lebih lonjut (dabongun

RTP-nyo)

- t)oftor tujuqn/sosoron strot€gis Pemedntoh Doeroh untuk tiop-tiop uruson
dqn indlkqtor kinerif, nyo

- Dottor tujuon/sosoron strotegis (rntitos) OeD
- Doftor tuiuon kegiotqn utomo OPD untuk tiop-tiop uruson don indikotor

keluoronnyo
- xenos (erio ldentifikosi Risiko (Ooftqr Risiko) Uruson wojib/Pilihon Strqtegis

Pemerlntoh Doeroh
- x€rtos Xe4o ldendfikosi Risiko (Doftor Risiko) uruson wojib/Pilihon Strotegis

(Entitos) oPD
- Kertos (e4o rdentitikosi Risiko (Doftor Risiko) uruson wojib/Pilihon

Opgrosionol OPO
- K;nos (e4o Hosil anolisis Risiko urusqn wqjib/Pilihon strotegis Pemerintoh

Doeroh, Strotegis (Entitos) OPD, dqn Op€rosionol OPD
- (ertos (edq Doftor Risiko Prioritos Uruson Wojlb don Pilihon Strqtegis

Pemerintoh ooerch strotegis (Entitos) oPD, don op€rosionolOPD

strotogh Pamqlntoh Dqerch
-Seldo seloku (oordinotor
-uPR Pemdo (K6polo Doeroh don Kepolo oPD/sKPD)
-Fosilitotor
stEr.gt. (cndro!) oPo
-Sekdo seloku Koordinotor
-uPR Tingkot Es.l / 2 ((epolo oPD/SKPD don Kobog/Kobid oPD
-Fosilitotor
Op.rqdond oPO
-Kepolo OPD
-Unit Pemilik Risiko Tingkot Es 3, 4 OPD Fosilitqtor

stlut gar P.mrhbh Do.rsh
-Penyusunon RPJMD
-Direviu/ dimutokhirkon sotiop tohun podo soot p€nyusunon KUA/PPAS
$rqr.glt (Endto.) o?o
-Pqdo soot pgnyusunon Rensko OPD
-Direviu/ dirfiJtokhirkon setiop tohun pqdq soot penyusunon RKA-OPD
Op.rodard OPD
Podo soot penyusunon RKA-OPO

csA/FGD
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Langkah kerja penilaian Risiko urusan wajib/pilihan digambarkan
pada gambar 3.3.

trngbh Kerja Pcnl "ff*B*31r.-"" wajib,/Ptlhan
,- ,-r-

a Menetapkan konteks/ tujuan

1) Penetapan konteks dan pemilihan tujuan y"ng '"k"r,

dilakukan penilaian Risiko

Tahap pertama pelaksanaan penilaian Risiko adalah

menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan

ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah

Daerah, tingkat strategis Perangkat Daerah, dan tingkat

operasional (kegiatan) Perangkat Daerah yang selanjutnya

akan dilakukan penilaian Risikonya. Dengan memahami

tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, Risiko pada

setiap tingkatan tersebut dapat diidentifrkasi dan dianalisis.

Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja

(organisasi) dengan tingkat penilaian Risiko disajikan pada

Gambar 3.4.

\

a M€nqid€ntitikosi

-

a rror€topon
xontots/ Tuiuon

O rr'6ny'opko n
a Mongdolw!,

yong dlbuiuhkon

O uenyusun

T\rjuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk

memeroleh informasi tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan

dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran

yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar

tujuan/sasaran / programlkegiatan, indikator kinerja pada

tingkat strategis Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, dan

tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati

oleh Gubernur dan kepala Perangkat Daerah.
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Gambar 3.4
Kelerkaitan anlara Tujuan dan Tingkat Penilaian Risiko

E)

\

., a,

OPD

r4fr.(,PD 1. L
1B f

Pemilihan konteks/ tujuan yang akan dilakukan penilaian
Risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan
tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan
dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam
pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera
ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tqiuan
yang mendukung pencapaian target program prioritas
nasional yang tercantum dalam RPJMN.

Pemilihan terhadap suatu konteks/tujuan tertentu bukan
berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan
dinilai Risiko dan pengendaliannya. Penilaian Risiko dan
pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai
kebutuhan. Proses penetapan konteks/ tujuan untuk tiap-
tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut:

a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah
Fomat penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah
Daerah disqiikan dalam Lampiran II Form 2a. Ikhtisar
penetapan tujuan strategis pemerintah daerah disajikan
dalam Tabel 3.3.

Tabel3.3
lkhtis.r Penetapan Tqiuan St6t.9b Pem.rintah D..rah

Msmpe.oleh mtormosi tuiuon/ sosoron strotegis Pem€.intoh o,ooroh untul
tiop-top uruson don indilotor l(nerjonyo

- Mtorluir,lon/.o€olun.hotsgis p€.norintoh dooroh
doh indnoror tinorlrftyo

- odror uruson woib/Piilhon don oPo yong Ierton

P6lo k3ono/ Pihok Tsrkorr

PEMTRII{TAH

OAESAH

R.njrn(AIPO
omL 2,3, h

Str.telir {antita) dan

Pra3r.m OrO 1,2,3,
0n

{&gbbn) OPO l, 2.

th

str.t.,3 d.n
Pr.g.m

RENsIXA OPO T,2, ], ld*nd nrErF
Prog.a. (tnt\.rlofD

1, 2. 3, Dn

OPD
5t6t.ri {Entit J} OPo

1,2,3, Dn

2, 3, B

Sumbsr aloto utorno

KONTEKs/TU'UAN N0t$Ton KttntA IIN6T4T PTNIIAIAN

Flslt(o

- s6tdo selotu (oordinotor
- unit Pemalil Risiko Pem€nntoh oo€roh (l(eporo ttooroh don Kepolo

oPo/s(PD)

- F,eootoFn lonl6ls drlorr(Froton podo a@t ponyulunon PPJMD
- Dlrdiu/ dim4or d|.aoq tolrn podo.6! p€nylEr,lol xuA/FPAs

\
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Penetapan konteks/ tujuan strategis Pemerintah Daerah
pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis
yang terluang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam
penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah,
Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa tduan
dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai
dengan visi dan misi Gubernur. Penetapan tujuan yang
menjadi prioritas dapat dilakukan melalui control self
ossessment atau pans group disanssion dan selanjutnya
dituangkan dalam "dokumen arahan dan kebijakan
penilaian risiko 5 (lima) tahunan". Ikhtisar penetapan
tujuan strategis Pemerintah Daerah disajikan dalam
Tabel 3.3.

Sebagai contoh, berdasarkan "dokumen arahan dan
kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan" Daerah Provinsi
menetapkan konteks strategis Pemerintah Daerah yang
akan dilakukan untuk 2 (dua) tujuan strategis, yaitu
tujuan I dari misi 1, tujuan 1 dari misi 2, dan tujuan I
dari misi 3.

Sebagai contoh dalam penilaian risiko tujuan strategis 1,

maka peserta antrol sef assessment ataru foans group
discussion adalah:

i. UPR tingkat Pemerintah Daerah yang terdiri dari
Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah yang
memiliki keterkaitan secara fungsi dan kegiatan
terhadap tujuan strategis 1.

Kehadiran pejabat eselon II sangat dianjurkan dalam
antrol self assessment atau pcus group dbanssion,
walaupun dapat juga dihadiri oleh pejabat eselon III
dari Perangkat Daerah namun sifatnya sebagai
pendamping.

ii. Fasilitator

Fasilitator adalah pihak yang bertugas memandu
instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah
demi langkah proses penilaian Risiko. Fasilitator
dapat berasal dari Tim BPKP, komite Pengelolaan
Risiko, Inspektorat Daerah, atau pihak lain yang
berkompeten.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis
Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

(1) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta
data lainnya terkait perencanaan seperti
struktur organisasi dan tata kerja, uraian tugas,
dan jabatan;
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(2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan indikator
kine{a utama terkait tujuan strategis yang
diidentifrkasi sebagaimana tercantum dalam
RPJMD;

(3) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan
misal prioritas pembangunan atau program
unggulan terkait dengan tujuan/ sasaran dari
urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan
RPJMD;

(4) Menetapkan sasaran dan indikator kine{a
utama strategis Pemerintah Daerah yang akan
dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan
dilakukan penilaian Risiko bisa seluruh atau
ssfagran sasaran sesuai kebutuhan;

(5) Tuangkan hasil identilikasi pada format yang
tercantum pada l,ampiran II Form 2a.

Sebagai ilustrasi, penetapan konteks / tujuan strategis
Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Tab.l 3.4
contoh Penctep.n Komel.s pl3lko strrtegb P.mdr

Fo.rYr 2r

-

Norc Pa.mlntoh o@roh

Perro<t y6g dirilol

P.mnnr.h D.d.h PrBin.i J&.
20ta

Mls srrotegr. RPJMo

Norc DinG TBriolr

Pri6h6 Pmbongudo
.ron progEm ungguron

rr!-rt-t'l lrr

P.t..6arls5-r-,drrlt- ur* rEsgr-.n*-pn .5 aiE r-ard,
i-Fda- ratrrgr*r
r. M@q!d*on roto r(er,olo P.m.rhrohon Yong Bo&
2. M.u'iu.n6 P.rc.Fton F..tbongumn htro.tNnq P-l.ot@^
t. ra-r*rlrotilov'glolc-a-,3..ta, acra'llHct n .
4. rr.mdrngrr*o^ Etorcmi xr.otn don llllrn u.oho yong l(mdu.ll

i-a.Fi xrrftra
rbroffii-r..n lo

ruj@n svor6gi3 RPJMo

?.n.l+o. xr*.I.
ruFa aHao 3rror.gL

rujuqr 3.2 M€rrngror,ryo do.o,ot r.Ghoro morydold

3. Mdgirdron Mory(io*ot cf,cl,oc, s.tEl <ion B€dthbr Mulao

Iupon r r M.ningrohyo luolltos t.no t.rolo p.mnntorEn
Tun o^ r 7 M.njngrorryo loh€ndro. ll@yoErot
Tuiuon 2r M.niigroEryo r6[t6 ron6po.rosl

2.2 Mo.ihglotrryo x.loyorhuni@
23 rr.rr.Etotrryo orr.. rdn -116l don lrrffil
2, M.futu^rryo.i.ito berlcoE
2.5 M.. rErotrryo ruo to. lr^grungon hldup
3.r ir.nm!*ot.ryo or-. &^ tuolltG P..dd*-
3.2 I-16*.trF d..qld r-d-Er d.F d(gr
3.3 r..nkrg*ohyo r6€Fht.@on.o5ror
3.4 M.ning ot yo portLrPoi p...frprr@ <lolom P.n$a!€pdn
..r ir^i^g(ot yo ro! porruilbuho.6ko.Em.
4.2 M.nlngtotnyo pcfr .Etodn.torcml

t.{rqh a..ilrilGL. l(...lc ronato blohlttar.16 A..t
P.ogrm Pe.ir€loto^ P.byorEh xesrEton Anot gorlto
ttogrfi P.G.go|6 doh P.rE€gr/dEp^ PdFrn ir.nda
Prog.m Sror6orlBl P€ldyonon (...18to^
Progtran Pro@l x€Fhotd don PmberdoFd Mosyoroloi
Progrfr P.rboiton oi, Mosyorolot

urr!6 wqab li.aoyd<. DoE, rrdalg x..ehotdr

o4os P6mbordoymn PeremF,on. Pertndu.gon anor, Pdrgondolioh
Pendudur do^ k.l6rso s€r.rcoe (DP3APXB)
Oinos P€torr@n Umum don PorumorEn RorFl

rqod 3.2 M.ringrcrlo.rdokr *.-hoto mo.ydo*ot
sdd6 322 M-tnetdnF hEl@r t ..tEtoh trEydolot
lru s6da rxlo Hdeo; H.trp odobh dn t .nu(6 Judoh *..notlon bovl,
lEo aEto t.rctlo^ borl bdr, molo u.io or€to hdoFn rer\doh
Proorah ttningrdton x...lomolon lbJ rr.bhhtfr don a@l

t!.r-toe.n kdt t. xu
LLa.o .rEr.tb Llrb

rui!,o.t, so.o.qr *o
FrE ol(rr dbr*o

!.ndung, ..... !t .mb.t 2ota
Cub..nsr J.w. 8...t

u.|q HdEF. Hldw .d.loh dtn nur.n lc|.oh t.m.nlo bqy', l*. o.rdro
rdndrb. b,l bE, mctoudooar.hdDo E E .r

u.lo rbropon Hrdup o<roloh clhot\*orr Fmroh tdotlm boyi. ilto ongro
r.rnotldr 4 b.d, lmto Blo o.€to lleFn.sxtcll
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Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini:

i. Focns group disanssion dilakukan untuk membahas
jika terdapat perbedaan antara
tqiuan/ sasaran/ indikator menurut RPJMD dengan
faktudnya. Jika terdapat perbedaan, maka peserta

foans group discussion menyepakati
tqiuan/ sasaran/ indikator yang akan digunakan
untuk keperluan penilaian Risiko;

ii. Perbedaan pada poin (l) tersebut dapat menjadi
bahan masukan bagr perbaikan dokumen
perencanazrn RPJMD.

b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Perangkat Daerah

Ikhtisar penetapan tqjuan strategis Perangkat Daerah
disajikan dalam Tabel 3.5.

Tabet
lkhtisar Ponetapan Tt{uan

3.5
sbategis Gntitas) oPD

rfi'
Tuiuon

(eiuoron

Memperoteh into.mosi kontels/tujuon strotegis (Entatos) oPo yorE terkoit
untuk tiop-tiop uruson don indikotor kiner,onyo

Dolbr kq[ets/tuFm srois{F (Entlos) oPo y(lg t€rtdl lJ.ltul tioFtiop
wuson don indlkotor kinerJonyo

Petoksom/Pihok T€*oit
- Soldo s€bhr xoqdnoto.
- lhe Ponili( Ridko IirElot fs€bn I do.t 2 (xepdq oPo/spD don xobog/xo

bld oPo)
- Fc{iEtor

Sumber doto utomo

- ttrdo scrot peryusunm Renstro Om
- Oreviu/dimutof,hklon s6uop tohun podo soot p€oyu$Jmn RKA-OPo

RensrooPD

Penetapan tujuan/ konteks strategis Perangkat Daerah
dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai
urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam
Lampiran II Form 2b. Sebagai contoh, dinas kesehatan
akan menetapkan tujuan/konteks strategis Perangkat
Daerah terkait dengan urusEln wajib kesehatan
(koordinator). Sedangkan, dinas pekedaan umum dan
perumahan ralryat akan menetapkan tujuan/konteks
strategis Perangkat Daerah terkait dengan urusan wajib
pekerjaan umum (koordinator).

Langkah penetapan konteks/ tujuan strategis Perangkat
Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

i. Mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat
Daerah, serta data terkait lainnya;

t
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ii. Identifikasi tujuan, sasaran, prograrn, dan indikator
kinerja utama Perangkat Daerah terkait dengan
urlrsan wajib/pilihan yang diidentifrkasi yang
mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah
ditetapkan pada penetapan konteks strategis Daerah
Provinsi;

iii. Menetapkan sasaran, program, dan indikator kine{a
utama strategis Perangkat Daerah yang al<an
dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan
dilakukan penilaian Risiko bisa seluruh atau
seb"gan sasaran sesuai kebutuhan;

iv. Menuangkan hasil identifrkasi pada format di
lampiran II Form 2b. Sebagai ilustrasi, terkait
dengan pelaksanaan urusan wajib kesehatan maka
penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat
Daerah pada dinas kesehatan adalah sebagai berikut:

Tebcl 3.6 Cortoh Pcrctrlna Kontclr Rlrllo PGraDgL.t D.crrh
{Fona 2bl

Nama PsndS :

Barat
Poriod€ yang dinilsi :

UrBan Pemorintahan :

Kssahat8n OPO yang Dinilai

Periode RPJMD Tahun 2019-2023
Urusen Waiib Pslayanan Dasar Bidang

: Oinas Kesehatan

Pemorintah Daerah Provinsi Jawa

Sumber Data Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan
Tujuan Strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran Strategig

l. ferlngkatnya Kelolamat n lbu, Bayl, Anak dan Reproduksi
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kcsehslan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Oasar dan Rujukan.

IKU 2023
Angka Kematian lbu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup
Angka Kematian Bayi (AKB) Pe|1000 Kelahiran Hidup 3,2
Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 Kelahiran Hidup 3,6
Cakupan Perlolongan Persalinan oleh Tenaga K6ohatan yang
memiliki Kompetensi Kebidanan

100

Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Belum ada
IKU Lansia Belum ada
IKU Gizi Belum ada

IKU Renstra OPD

IKU Kesehatan Reproduksi Belum ada
P.ogram Program pgningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Tujuan, Sasaran,
IKU dan Program
yang akan dilakukan
penilaian rbiko

Tujuan Stratoglr :

oningkatlan dorajat kesohatan malyarakat

Sagaran Stratoglr:
Xeningkatnya K6€lamatan lbu, Bayl, Anak dan Roprodukri

IKU Stratsgi!:
- Angka Komatian lbu tlelahirtan Per 100.q)0 Kolahlran Hidup
. Angka Kematlan Bayi (AKB) Por lmo K€lahiran HlduC'

Elrt

Bandung, .... Septelllb€r 2022
Kepala Dinas Kesehatan

III

\

Progrem:
Program Peningkatan Kololamatan lbu rlahlrkan dan Anak
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Penetapan konteks/tqjuan strategis perangkat Daerah
juga dilakukan pada Perangkat Daerah terkait yaitu
DP3AP2KB serta dinas pekerjaan umum dan perumahan
ralryat (sesuai hasil penetapan konteks strategis Daerah
Provinsi).

c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional perangkat
Daerah

Ikhtisar penetapan konteks/tqiuan operasional
Perangkat Daerah disajikan dalam Tabel 3.7.

,***, ***,"I**ril*- opcrasbnal opD

Iu,tEn

Keluoron

r,ornp€roleh inlo.rnosi prog.om te(Fton utorE, tuiro logbto^ cton
indilolor keluoron untrk tiop-liop rltson xoiib/p lhon yong ditetoto ol€h
setiop OPO.

: - Ddtd tujuon kegbton utqno Om udrrt toFtirp uruson doo indiloto,
IehE omyo

Poloksono/PilEl Tertoit - rcpob oPD
- Unit Pomlllk Risiko Tinglot Esslon 3,4
- Fosihqtd

Woktu

Sumber doto utorno

Sumbor mto bin

ttdo !@t p€.ryrrslrmn ItXA-OPO

R6njo

OPA OPO, RKPD

Penetapan tqiuan/konteks operasional Perangkat
Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah
terkait sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana
disajikan dalam Lampiran II Form 2c. Penetapan
tujuan / konteks operasional Perangkat Daerah dalam
rangka mendukung tujuan strategis Perangkat Daerah.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional
Perangkat Daerah untuk setiap urllsan adalah sebagai
berikut:

i. Mendapatkan dan mempelajari rencana keg'a dan
RKA Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;

ii. Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran
terkait dengan tqiuan strategis Perangkat Daerah
yang sudah dipilih sebelumnya;

iii. Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran
yang akan dilakukan penilaian Risiko. Kegiatan
utama yang akan dilakukan penilaian Risiko pada
dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama.
Namun demikian, Perangkat Daerah bisa memilih
sebagian program/ kegiatan/ sasaran sesuai dengan
visi dal misi Gubernur;

iv. Menuangkan hasil identifikasi pada format dalam
Lampiran II Form 2c.

\
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Sebagai ilustrasi, terkait dengan pelaksanaan urusan
wajib kesehatan maka penetapan konteks / tujuan
operasional Perangkat Daerah pada dinas kesehatan
adalah sebagai berikut: 

,febcl 3.8.

Corltoh Fonnat Pcnctapatr Kontela Rlsllo Operasloaal
Perangkat Drerah

NeBa Psrda
Tatun P.ildrr
Perbde yarE rtralai
Uru6an Pshrintrhan
0P0 Yem Diribi

: PdtE ildr D.c.!h ftortlg J.k 8..i
: 2018
: Md. RPLD Tdr, 20192023
: th6en ltra, fuhylrfl D€sr Bir.ng Ks.€habt
: OnG KaarBhn

Sumber oala Ronia Ohas K€cehabn Tahun mlg
T,rjrEl Sregb l4qlhg*aka.r denia kesohabi masyar*at

Pmgrem ttru3
K6.lBleo (Rctiar 2019)
drl KlEiatafl Ubfia

1. Prcgrrn UFye K63€tlal'l tr&3Fr*6t
2. Proglrn F6rt *6n G;ti laayrdd
3. Pftgrdn Pe.irEketan Polayenen K66hel,an Anak Bslita
a. Pro$dn FdlrtgLda P€by'ltt f\*habn tarEa
5, Pirgr&i Panlncbt n XBdri.h lbu n Lhirt.ll d rl*

Xeluran/Ha$l Krgiabn

t. Jarildl Perselhar (DAl( NON FISIK) 7.455 ibu hanrl

2. 30 o.anq pesorta

3. So.lrbdi pdrrirliEa ibo lEnl 1610 trgfi ddrn
pa,logula B4u KA d4 P33ce Eafn darE$ paLFnan darrr
pa& laloa a*!6rlEl

50 o6ng pes€ie

Podtg rbt g.nrh IqF& P€lqqgl K6allEr brl
a. Ra.i.ir

20 oca.tg posorta

5.
Pot lihan p€nFriErl lrlhrf B€kolat kirr| 1 K1 20 d"ang pes€rla

Progr.m, lq*ltan, drt
Kentararvtlesil Keobt r
yeng *ar dlahLo
porlbiffr difo

Progruh Friigtabn rcrd'l€trr bo ir€bll''an d, ArEr
rbgbta J.rai.r| Prtsshm (DA( t{Ot{ FISIK)
lGlrda/tbl K.gaEr:
I . Trlb.rd}-ya &lr*l'r
2. fibflry. l(6{idl!

Penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat
Daerah juga dilakukan pada Perangkat Daerah terkait
yaitu DP3AP2KB serta dinas peke{aan umum dan
perumahan rakyat (sesuai hasil penetapan konteks
strategis Daerah Provinsi).

2l Menyiapkan penilaian Risiko.

Sebelum proses penilaian Risiko dimulai, beberapa hal perlu
dipersiapkan terlebih dahulu. Ikhtisar persiapan penilaian
risiko disajikan pada Tabel 3.9.

\

Bandmg, .... Sep!.n$er 2018
fapah Ona K€.alrabn
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Tab€t 3.9
lkmbar Persiapan Penitahn Risiko Urusan Waiib/Pitihan

U
Tuiuon - M6n6topkon kritedo don skolo dompot sorto kemungkinon risilo

- Men€topkon skolo risiro ),ong dopot diterimo

(eluoron - Slolo doanpol dql komungtimn
- Skolo rasllo yorE dopot dlterir.o

P€hksono/Pihok Torkoit - urit Pemitit Risiko Tingkot Pomdintoh ooeroh, Eselon 2, 3 don 4
- Fosilltqto.

Woktu

Sumber doto ulorY\o

- Penvl,suroo RPJMD
- Oke;u/dimulorti*on sdiop tohrn podo ret perrytllunon (UA/PPAS

- Pedomon Peniloion Risiko
- csa/FGD

a) Menetapkan kriteria dan skala dampak serta
kemungkinan Risiko.

Penetapan skala dampak dan kemungkinan Daerah
Provinsi dan Perangkat Daerah menggunakan kriteria
skala dampak 5 dan kriteria skala kemungkinan 5.

b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.

Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan
skala nilai risiko dan matriks Analisis Risiko yang
menggunakan kriteria skala nilai Risiko 5.

c) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu
dokumen.

Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke

dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan
acuan dalam tahap-tahap berikutnya.

d) Menyiapkanbahan-bahan

Untuk mendukung pelaksanaan penilaian Risiko, perlu
dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses

kerja, peraturan perundang-undangan, struktur
organisasi, hasil penilaian atas lingkungan pengendalian,
formulir kertas keda penilaian Risiko, dan sebagainya.

\
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b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai Risiko yang mengancam pencapaian
tqiuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko
yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancarn
pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa
yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkiralan akan
terjadi. Pada tahap Identifikasi Risiko, selain pernyataan Risiko,
juga disampaikan atribut Risiko antara lain kode Risiko, pemilik
Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko
apakah dapat dikendalikan (antrollablel atau tidak dapat
dikendalikan (unantrollablel oleh Pemilik Risiko, dampak Risiko,
serta penerima dampak Risiko. Kode Risiko yang digunakan oleh
Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah tercantum dalam
Lampiran II bagian II Kode Risiko.

Contoh penggunan kode Risiko yang digunakan dalam pedoman
ini menggambarkan tingkat Risiko, tahun pelaksanaan penilaian
Risiko, jenis urusan, Perangkat Daerah yang menilai, dan nomor
urut Risiko di Perangkat Daerah. Contoh penggunaan kode
Risiko adalah sebagai berikut:

RSO

Penjelasan:

RSO Kode jenis Risiko untuk Risiko strategis Perangkat
Daerah

19 = Tahun pelaksanaan penilaian Risiko adalah 2019

= Kode urusan wajib/pilihan (untuk Risiko strategis
Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah)
atau tduan strategis (untuk Risiko strategis
Pemerintah Daerah).

= Kode Pemerintah Daerah yang menilai (untuk Risiko
strategis Pemerintah Daerah) atau kode Perangkat
Daerah yang menilai (untuk risiko strategis Perangkat
Daerah dan operasional Perangkat Daerah)

= Nomor urut Risiko

00

05

01

k

05 0119 00 0s l.
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Identifrkasi Risiko urusan dilakukan sebagai berikut:

l) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan
pemerintahan/ program/ kegiatan/ urusan;

2) Identifrkasi kejadian Risiko selain mendasarkan pada
permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga
mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan
menghambat pencapaian tujuan. Teknik Identifrkasi Risiko
urusan wajib/ pilihan yang digunakan dalam pedoman ini
menggunakan ontrol sell assessment atau foans group
disazssion.

Oleh karena itu, pemilihan peserta mntrol sef assessment atanu

foans group disanssion juga agar mempertimbangkan kedua hal
tersebut di atas. Peserta control sef assessment atau foans group
driscrzssion untuk penilaian Risiko tingkat strategis Pemerintah
Daerah adalah Gubernur dan kepala Perangkat Daerah, peserta
antrol sel/ assessment atau foans group drisanssdon untuk
penilaian Risiko strategis Perangkat Daerah adalah kepala
Perangkat Daerah dan kepala bagian/ kepala bidang Perangkat
Daerah, dan peserta antrol sef assessment atau foans group
disanssion tingkat operasional Perangkat Daerah adalah kepala
Perangkat Daerah, kepala bagian / kepala bidang Perangkat
Daerah serta kepala subbagian/ kepala seksi Perangkat Daerah.
Selain itu, dalam antrol sef assessment atau foans group
discussion sebaiknya melibatkan fasilitator dan Aparatur Sipil
Negara yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan antrol
setl assessment a+.au foans group disanssion.

Sebagai contoh, pelaksanaan antrol sef assessment at^t foans
group disanssion Identifikasi Risiko pada Daerah Provinsi
dilakukan sebagai berikut:

l) Masing-masing peserta menyampaikan Risiko-Risiko yang
dapat menghambat pencapaian tujuan/ sasarzrn terpilih;

2) Risiko-Risiko yang disampaikan peserta diketjk dan
ditampilkan pada layar monitor;

3) Seluruh Risiko divalidasi dan dievaluasi bersama-sama
peserta;

4) Menetapkan dan menyepakati Risiko sesuai hasil diskusi;

5) Mendiskusikan dengan peserta atribut-atribut Risiko (Pemilik
Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko
apakah dapat dikendalikan (controllablel atan tidak dapat
dikendalikan (unantrollable) oleh Pemilik Risiko, dampak
Risiko, serta penerima dampak Risiko).

\
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Sebagi contoh, hasil Identifikasi Risiko pada urusan wajib
kesehatan pada Daerah Provinsi dengan langkah tersebut adalah
sebagai berikut:

1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi Risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan
untuk mengidentilikasi kemungkinan kejadian yang dapat
mengancarn pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah.

Dalam Tabel 3.4 dicontohkan bahwa Daerah Provinsi telah
menetapkan konteks / tujuan strategis yang akan dilakukan
penilaian Risiko lampiran II Form 2a.

T\rjuan/ sasaran strategis Pemerintah Daerah yang akan
dilakukan Pengelolaan Risiko: "meningkatnya der4jat
kesehatan masyarakat". Selanjutnya berdasarkan control self
assessment atau pans group disatssion telah teridentifrkasi
Risiko strategis Pemerintah Daerah:

a) Penerapan perilaku hidup bersih sehat rendah;

b) Pelayanan kesehatan belum memenuhi standar pelayanan
minimal bidang kesehatan. Contoh formulir kertas kerja
Identilikasi Risiko strategis Pemerintah Daerah disajikan
dalam l,ampiran II Form 3a.

Hal-hal yang perlu diperhatikan ddam penyusunan Risiko
strategis Pemerintah Daerah:

a) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan
Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian internal'

b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan
tanggung jawab Gubernur, atau hanya bisa dilakukan
oleh Gubernur.

c) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa potensi

kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat
Pemerintah Daerah untuk memastikan/membantu
pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait,
misal dalam bentuk Peraturan atau Keputusan Gubernur.

d) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-
faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat
Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan
strategis Pemerintah Daerah.

e) Perlu melibatlan Perangkat Daerah yang terkait dengan

tujuan strategis yang dipilih untuk menjaring
permasalahan pencapan tujuan strategis/operasional
Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/

tindakan oleh Gubernur.

\
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f) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa Risiko
yang menurut Gubernur merupakan Risiko yang penting,
sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh
Gubernur.

g) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi
Gubernur.

2) Risiko Strategis Perangkat Daerah

Identifrkasi Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan
untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam
pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang terkait
dengan tduan strategis Pemerintah Daerah yang dipilih pada
tahap penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah.

Dalam Tabel 3.6 dicontohkan bahwa dinas kesehatan telah
menetapkan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah
urusan wajib kesehatan yang akan dilakukan penilaian
Risiko.

T\rjuan/ sasaran strategis dinas kesehatan yang akan
dilakukan Pengelolaan Risiko terkait urusan wajib kesehatan:
tujuan strategis "meningkatkan dera.iat kesehatan
masyarakat" dan sasarErn strategis "meningkatnya
keselamatan ibu, bayi, anak dan reproduksi ".

Selanjutnya berdasarkan control sel/ assessment, telah
teridentifrkasi Risiko strategis dinas kesehatan:

a) Penggunaan layanan kesehatan rendah (persalinan tidak
dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak
teratur);

b) Kualitas pelayanan tidak sesuai standar pelayanan
minimal kesehatan;

c) Sarana pendukung antenatal care kurang memadai; dan

d) Mutasi tenaga kesehatan terlatih.

Formulir kertas kerja Identifrkasi Risiko strategis Perangkat
Daerah disajikan dalam La.mpiran II Form 3b.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko
strategis Perangkat Daerah :

a) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko
yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi
tanggung jawab kepala Perangkat Daerah.

b) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi
kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat
Perangkat Daerah untuk memastikan/membantu
pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait.

\
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c) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-
faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat
Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan
strategis Perangkat Daerah.

d) Perlu melibatkan kepala bidang/pegaw"i yattg terkait
dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih
untuk menjaring permasalahan pencapan tujuan
strategis/ operasional Perangkat Daerah yang memerlukan
penanganan / tindakan oleh kepala Perangkat Daerah.

e) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko
yang menurut kepala Perangkat Daerah merupakan
Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah
pengendalian oleh kepala Perangkat Daerah.

f) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi.

3) Risiko Operasional

Identifikasi Risiko operasional dilakukan untuk
mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat
mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah.

Dalam Tabel 3.8 dicontohkan bahwa Dinas Kesehatan telah
menetapkan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah
urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan yang akan
dilakukan penilaian Risiko.

Kegiatan Dinas Kesehatan yang akan dilakukan penilaian
Risiko terkait urusan wajib pelayanan dasar bidang
kesehatan: "jaminan persalinan".'I\rjuan kegiatan tersebut
adalah: 'peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak".

Selanjutnya berdasarkan antrol sel/ assessment, telah
teridentifikasi Risiko operasional (kegiatan) Dinas Kesehatan:

a) Pertanggungiawaban tidak tepat waktu;

b) Pengadministrasian tidak tepat waktu;

c) Laporan realisasi keuangan triwulan: kesulitan
mengumpulkan administrasi syarat pencairan, yaitu
kelengkapan klaim, berupa dokumentasi; dan

d) Kegagalan mengidentifikasi permasalahan.

Formulir kertas kerja Identifikasi Risiko operasional (kegiatan)

Perangkat Daerah disajikan dalam lampiran II Form 3c.
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c. Analisis Risiko

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko

Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan
disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan Analisis
Risiko urusan waj ib/ pilihan.

Sebagai contoh, Analisis Risiko atas urusan wajib pelayanan
dasar bidang kesehatan pada Daerah Provinsi dilakukan
melalui metode control sef assessment. Berdasarkan Risiko
yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta diminta
memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai
dengan skala yang disepakati dengan cara menuliskan di
selembar kertas. Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan
dari seluruh peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total
peserta untuk mendapatl<an rata-rata skor dampak dan
kemungkinan Risiko.

Berdasarkan ontrol sef assessment atas skala dampak dan
kemungkinan tersebut diperoleh hasil sebagaimana disajikan
dalam Tabel 3.10.

\
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\

Darnpak/Xonsekuensi
Tidak

oictrifiken
Kecit Sedan6 Besar

Santat
eignifikan

MATRIKS
ANALISIS RISIKO

H.mpir palti

Kemungkinan
beear

RSP.19.0r.01.01
RSP.19-0r.01.00
RSO.19.02.02.05
RSO.19.(D.O2.06

RSO.r9.0r.05.01
RSO.19.01 G5.04
ROO.r9.01.05.0r
ROO. r9.01.05.0a

Kemungkinan
kecil

ROO.19 0l 05 07 RSO 19 01 05.02
ROO 1901 05.02

Sant.t i.rant

II

Keterangan Sedang/
Medium Tirtggi

Dari hasil analisis atas skala dampak dan kemungkinan tersebut
diperoleh "matriks Analisis Risiko' yang disajikan pada Tabel 3. 1 1.

Tabcl 3.11 Cortoh Uatrlts lIartl Aaallrlr Rlrllo Pemcrlntah Dacrrh

Urusan Wajib Pelayanan dasar Bidang Kesehatan

Sangat
rendah

Rendah Sangrt
tinesi

2) Memvalidasi Risiko

Hasil Analisis Risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah
selanjutnya dikomunikasikan kepada Gubernur, sedangkan
tingkat strategis Perangkat Daerah dan operasional Perangkat
Daerah dikomunikasikan kepada kepala Perangkat Daerah
untuk divalidasi dan diputuskan Risiko mana yang akan
diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini, Risiko
dengan kriteria "sangat tinggr" dan "tinggi" a}an
diprioritaskan untuk ditangani.

Sebagai contoh, berdasarkan Tabel 3.12 Contoh Formulir
Hasil Analisis Risiko untuk tujuan strategis "meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat' (Lampiran II Form 4), maka
daftar Risiko prioritas Daerah Provinsi adalah sebagai
berikut:

,I' _T_-
1 L 4 5I

.ad
{s.
E!
6.aVE

Ir

5

4
RSO 19 ol 05.03

Munglin
J

isP 19 0r 0r rD
RSP.1901.0104
RSO r9.O2.@_07
ROO 19.01.05 05

2
05

1l ROO 19.01 05 0a
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Tabcl 3.12. Contoh KGrtas Kcda Daftrr Rt lto Horlta: (Forn 5f

2

ItbH.ff

ryEl l..C*ian barm iffli i
sfl{ rrjar! I.a.lrdn

Nama Paftariitah Doarah
Tdr!',l P.nitli.n
n{u!n Slr.!.eb
t rush Fanrrintahall

Itff *^it bor rrEdqd hrrta
yot atu

rN&o su.ib om I

Pefi€flntah krah ProvhJ &wr B.nt
,otE
LninCcatk n rLriii Xealrbn fasfr.*el
Umsdr\thlt Hqfen h!, Bld{ K...hdlt

nsr.Bflol@ 6 x6pdo
d@Ion

LS@rF6!no
bdl.rnfifilo&i
(A8tariraa Pom
tff l.r.di!)
2 J'rrtdl Lrrgo
haaffiibalm
nvno(bi
(temgotooaom)

I6?do Iuongryn dlgqd1
pc!0d6ll vdir
itxr*sd

Mlirgti

rE Ingd
rfdd
PtiBEanro,ldi
buU
Xo,llvnEi{ld
f6r Drt*tlot
rngbxqerF!f,r
ffi irrrr., (nll) lhgi
rr|&rderC..!d
lrrtrier$l
d{6 sr{rrg ttgd

EyiCeirr&pd
in *oiycBrllEdi
dqlFigle

xlrdib FEtufi lflc
ffi iasriSBl
Laalrdrl

tLr*Uotryo bi!li:.
5! dor boyid
lnddifqr

rsr.a.o0toa 6

I SqcE FttuE ,0f hrult d!..i04i ra0.E0t6.G l0 x4do
016

2 lbll hord ri.lolitoll 6.t d hdG
t.*idcn (nlbrrE )

lSo.E0202!7 15 l?do

t[ ti.ito o?rod!.roto! otur r.dirr

0P0

I ld@I'r!ArE
lirdflfroi
2 tu€.,rb1dot
pdd.tutg llf, kurol!
3. Tdlgo ldooh.irn
d FBa$tqa hr!.E

k sEoyoorggo7or

'rtAp.ngo(bolldca pratarrG

| odoblEdri**tfrgurlnnuri3 t00.nf,6!6 B I?e hro|g,ryodrEi PrErrE lralgqd
iq*Etlffitfi.trFeihc.irfir etg d.gdiB[Sod
&nblrdo nd

fd.qllcr
I&no(E tlclrsrsurl
Lhnb dilol!'IoFldfn
ld.rn c (It &Er lo& l|lo
brd dd Oiidr.Bort& (.ad Eryiql,
Umalllltlli tdodngdlpilr$sdlcl$r(rl ao er 6b

elt t (ld d.igr FId.b !d tliCm 60 h 6b
Idqr gfi &EardllpdErifiEor t ntior lotuO

Format bentuk daftar Risiko prioritas selengkapnya disajikan
dalam Lampiran II Form 5.

Terhadap Risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani,
Pemerintah Daerah diharapkan membangun pengendalian
untuk menurunkan kemungkinan munculnya Risiko
(preventif), menurunkan dampak dari Risiko yang muncul
(mitigatif), atau keduanya.

k

NO Risilo Priorilos
Risalo

!
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3) Mengevaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan
ikhtisar evaluasi pengendalian yang ada disajikan dalam
Tabel 3.13.

tkhtisar EvalIasi p.nr-o.tfi.Tl3;',ilo* dan Fng Dihtuhkan

Tuiuon - Mengidentilikosi p€ngendolron yong su.bh oclo tertort d€ngon nskoyong
diprioritoskon untuk ditongoni (di*elolo)

_ Meniloi efektilitos p€ngendolion yong odo
- Mengidentilikosi pengendolion yong rnosih dibutuhkon/dibongun

- Ddttor per€€ndolion ycE o& untut moring-mosing risiko pdo.ito6
utuson wojh5/plllhon

- rhsil idenf ikosi peng€ndolion yong rno3ih dibutuhkon untul moslng
-ntosing risiko plorltos uruson noiibrfnlhon

strot.glt P..nrlntoh Do.roh
- Sekdo seloku Xoordlndtoa
- lJnitPemilik Risiko Tingkot Es€lon 2 (K€polo OPD/S(PO don Xobog/Kobid

oPD)
- Fosilatotor
srror.ga. (Enrftr.) o?D
- l(epolo OPD
- Unit Pemilik RisikoTingkot Esslon l, don 2

Fosilitotor
OP.I€.lond O+rO
- Kepol'c OPD
- Unit Pemilik Risiko Tingkot, Eselon 3 don 4
- Fosilitotor

K€luoron

Peloksono/Pihok Terkoit

Sumber doto utorho

tt ot gll P..trrhloh Oo..oh
- tlerwrjcunon RPJMD
- Dire;u/ dimutokhl*on s€tbp tolx.rn podo soot penyusunon xua/lels
3r!or.gl. (Edb.) o9o
- Podo sost p€oyusJnon R€nstro OPD
- Drreviu/ dimutokhirkon setirp tolun podo soot pnyusuron RXA-OPO
op.r!.lcrldl o?o
Podo 6oot p€nyugrnon R(A-OPD

csA/FGo

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup
penilaian kebljakan dan prosedur yang dimiliki instansi
Pemerintah Daerah dalam rangka mengelola Risiko yang
diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut
selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan
tidak efektif antara lain jika:

a) Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan,
narnun belum mampu menangani Risiko yang
teridentilikasi;

b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;

c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;

d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan
peraturan diatasnya.

Sebagai contoh, dalam penilaian Risiko operasional (kegiatan)
Dinas Kesehatan, langkah ini dilakukan sebagai berikut:

Risiko operasional: data ibu hamil miskin yang belum
memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan
kelurahan belum ada.

a) kebijakan yang sudah ada untuk menangani risiko ini
adalah juknis penggunaan dana alokasi khusus non fisik.

\
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b) Penilaian efektivitas pengendalian yang ada dan
kelemahan pengendalian (celah pengendalian). Celah
pengendalian ini contohnya seperti pengendalian yang ada
belum mampu menangani Risiko yang ada, pengendalian
yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya,
pengendalian belum diikuti dengan prosedur baku yang
jelas, pengendalian belum dilaksanakan, atau
pengendalian masih lemah (masih ada Risiko lain yang
timbul).

c) Mengidentifrkasi pengendalian yang masih dibutuhkan
Beberapa kebljakan yang masih perlu dibangun oleh
Daerah Provinsi untuk menangani Risiko pada urusan
wajib kesehatan antara lain adalah Evaluasi atas
Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3
Tahun 2O19 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Nonfrsik Bidang Kesehatan.

d) Penetapan penanggung jawab pengendalian yang
dibutuhkan penanggung jawab pengendalian yang
dibutuhkan terdiri dari pihak-pihak yang berkompeten,
berwenang, dan terkait dalam membangun pengendalian,
yaitu kepala bidang.

Format hasil penilaian atas pengendalian yang ada
selengkapnya disajikan dalam Lampiran II Form 6 (kolom
a-f).

4) Menyusun RTP

Ikhtisar penyusunan RIP disajikan dalam Tabel 3. 14

Tabcl3{
lkhtis.r P.flyusunan QTP{r

rujuon - Mengid.ntilikosi Rencorlo llndok PsrEendolbn (RTP) untul .n€ngotosi
kel€mohon llr|gtungon p€ng€ndololon

- M€ngidenillilGi RIP untut mongdosiriliko podo dng&ot stotegit
pem€flnroh (berol\ tingtot strotegis (entilos) oPo, don tingkot op€roEdrol
OPD

- Doltor Rerlcono Tirdol P€ng€rdolion tlrltuk l,longototl Ridto
- RetodtdosiRTP

Strstogh P.m.rlntoh Do.roar
- Kepolo Oooroh
- sekdo sk ku todinotor

Unit PorEeloolo Risito Pemdo (Kepolo do€roh don kepolo oPD/SKPD)

strot gl. (Entitor) oPD
xepolo oPo

- unit P€mJik Risiko Tingtot esekln lotou 2 (xepolo oPD/5(PDdon xobog/
robd)

- Fosilitoior (opsionol)
opero3bnd oPD
- Xepolo Om
- Unir Psmilit Rrsilo Iingkot rsebn 3 otou 4 oPD
- Fosillotor (opsioml)

StEtagb L.n rlrlllar Do.orr
- fwrwlirmn RPJMD
- unilu/ Oimuort non sedop t turn podo soot peoyusunoo xua/PAs
st ot gb (€ndrot) o?D
- Irodo s@t p€oyusurlon RorBtro OPO
- Dir6.lr,/ dhdofhkton reti<p tohrr.r po<ro sool FoyusrrEn Rxa-oPo
ch3rtalorrd m
rdo soot p€rifEunsr Rl.uA-oPo

cs /Fgo

\

Surnbor doto utorno

Poloksono/PitEk Terkolt :
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RTP merupakan kebijakan/ prosedur yang akan dibuat untuk
membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi
kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi
Risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. Langkah kerja
penJrusunan RTP sebagaimana digambarkan dalam Gambar
3.5.

Gambar3;5
L.ngldr K.d. Pqryusrn n Dolrurl€r RIP

a) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan
Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang
telah teridentifrkasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian.
Sebagai contoh, berdasarkan kelemahan lingkungan
pengendalian intem yang disajikan dalam Lampiran II
Form lc, selanjutnya disusun rencana tindak perbaikan
sebagaimana disajikan dalam Tabel 3. 15.

Poq€radbn yong

tist@

- -

Ltrgrurgon

- - -

I
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b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas Risiko dimaksudkan untuk menentukan
pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi Risiko.
Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun
perlu memperhatikan respons Risiko. Respons risiko
membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan
kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk
memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan
dengan tepat. Respons Risiko terdiri dari beberapa
pilihan, yaitu:

I Menghindari Risiko (Auoid)

Menghindari Risiko dilakukan dengan cara tidak
memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat
meningkatkan Risiko. Penghindaran Risiko dapat
menjadi tidak tepat jika individu atau instansi
bersifat menolak Risiko. Penghindaran Risiko secara
tidak tepat justru dapat meningkatkan signilikansi
Risiko lainnya atau mengakibatkaa hilangnya
peluang memeroleh manfaat.

Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya
Risiko (Abafe)

Respons ini dilakukan dengan cara mengubah
kemungkinan munculnya Risiko agar kemungkinan
terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah
lain yang juga digunakan adalah pencegahan

Qreuentionl.

Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko
(Mitigatel

Respons ini dilakukan dengan cara
mengubah/ mengurangi konsekuensi/ dampak Risiko
agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang
juga digunakan adalah penanggulangan.

Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu
istilah, yaitu mengurangi risiko (reduel.

\

11

111
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1V. Membagi Risiko (Shcre) atau Mentransfer Risiko

Respons ini melibatkan pihak lain dalam
menanggung atau berbagi sebagian Risiko. Contoh
mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak,
asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan
dan joint uentures untuk menyebarkan tanggung
jawab dan kewajiban. Terkait dengan pemb"g:ran
Risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat
biaya Iinansial atau manfaat yang timbul, misalnya
premi asuransi. Jika Risiko dibagi, baik keselumhan
maupun sebagian, maka instansi yang mentransfer
Risiko mendapat Risiko baru, yaitu instansi lain yang
memeroleh transfer Risiko tersebut tidak dapat
mengelola Risiko itu secara efektif.

Menerima atau
(Awpt/Retain)

Mempertahankan Risiko

Setelah Risiko diubah atau dibagi, maka akan ada
Risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus
ekstrem, dapat tedadi suatu instansi tidak memiliki
pilihan respon yang lebih baik, selain menerima
Risiko tersebut.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk Risiko strategis
Pemerintah Daerah, strategis Perangkat Daerah, dan
operasional (kegiatan) Perangkat Daerah. RTP tersebut
meliputi pengendalian yang dibangun untuk mengatasi
Risiko, penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian.

Sebagai contoh pada penilaian Risiko untuk tujuan
strategis omeningkatkan derajat kesehatan masyarakat"
disajikan berdasarkan format Lampiran II Form 6 (kolom
g-i), maka dapat disusun daftar RTP untuk mengatasi
Risiko sebagai berikut:

Y
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Selengkapnya, format kegiatan pengendalian atas Risiko prioritas
dan RTP disajikan dalam Lampiran II Form 7 (kolom g-i).

Dikaitkan dengan respons risiko, maka pengendalian yang
dibangun yang dicontohkan pada Tabel 3.16 merupakan bentuk
dari "mengubah / mengurangi munculnya Risiko (abate)".

c) Menyelaraskan RTP

Dokumen RTP akhir yang disusun berasal dari 2 (dua) RTP, yaitu
rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana
tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan
merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian
yang sama atau berhubungan dari kedua RIP tersebut. Oleh
sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan
tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan
pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi
rencana tindak perbaikan pengendalian.

\
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d) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas
Rancangan RTP

Informasi dan komunikasi merupakan ranczrngan informasi dan
komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat
dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan
pengendalian sesuai yang diinginkan. Contoh rancang€rn
pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam
Tabel 3.17 sebagai berikut:

Trbcl 3.17 Cotrtoh Rcncalr dea Rcelbed at . P.nglot[unll..L! ate.
Kcglatea Pengeaddla! yeng Dlbaagua Form 8

Xarnaffihhrrr
Trlui Paddan
Iuiu.n SH.ds
Urusar Pqnarintahri

: Pltlddr Da$ kovlnd Jfr Saaa
: 20!l
i fbdndat (..l Dar.irt Kos.hataD iil.lylr&t
:tlusalt Daaar Ka5aMrr

PadlttlE Eogohomai Rqd
hclotil

srdo/ oilos Xaaahddl
EtPtrx

Tr* aal
2098Apefi

26r

I-rirF
klkrlollol[ lgruuU
IdcibfffiEa Llidtr ktgr ddryaE [tirtcr
f.tn c (fi al0d1 rdqlSrlir somh#mrtan
ffindflll,E.rrL'frlldrfli
&rafffi{ordt!hffi
en| d t{.tl rrEoE lktt hbbqut
&krngfldt!, e.fdI6JeeE
Iobtrhd dqqlr-qfcnE dElT.rdbtdigqrFeiE erfidcifiF,b$OarO&rrlr(jyqrbLrlontftF

Format rancangan pengomunikasian pengendalian yang
dibangun disajikan dalam Lampiran II Form 8 (kolom a-f).

e) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

RTP perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan
dijalankan untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau
keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang
dilaksanakan dan berjalan efektif. Format rErncangan monitoing
Risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran II Form 9 (kolom a-e).
Contoh form rancangan evaluasi RTP disajikan dalam Tabel 3.18
sebagai berikut:
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Tebcl 3.18 Contoh Rcncs,na dan Rcallrasl Pctnaltauan at . Kcglataa

Pcageadallau Irtera yatrg Dlbutuhtan Foro 9

alanra r'.fi arinbh (hardr
Tdun Mtaian
T(liLn slrd.gb
Urs.llM$an

: Ptl|.rlrirn Oaanh Prdrl t &E Bart
'. 201,
: .dnddlar lr.nit Kaldrl ll..ydrlot
Uttarl oo..r Bklar[ xG.H.rt

Icrfimi F*Tqr&.1
ledmFfilorE
bgil.n

(?e &E l...lEtdl
Di*u rc,D

flhfiEl tiqo tsE U
Mal

ftobar.
l5l/rrl!r,
oe!€nbr2019

2 0!i

f-rq.r
f&[qCi&qql,xrl[uu
r.[n brt.e{qr rqirarPrFrE rotgttnnEr
mbmc ddryrldflrlboPfiErE[rrslctrttt
bhn d fl Or{!'r PrElSuB Jqrd lirElqEr
trn. fi &!ar ll&r tddml Pnnbll
hbm l fl dlTar -t!ro thlt/ LtbEr
bhrlglllarggllerqiFrbirtdEtSnbGq[lntldhddotF(EfilrtpdturE it(lltfiEFllddnstiatFetudcndcrt
E qlgllirlro

3. Kegiatan Pengendalian

Setelah Pemerintah Daerah sepakat dengan perbaikan yang akan
dilaksanakan unh-rk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada,
langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan RTP.

Implementasi RTP meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Pembangu.nan infrastruktur yang meliputi pen)rusun€rn atau
penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari
RTP

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi Risiko.
Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan
prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan
dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan
perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur
operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur
pengendalian yang akan dibangun;

2) Unit ke{a yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem
pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat
membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian
serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen
perencanaan apabila diperlukan.

3) Membuat atau menyempurnakan infrastrukhrr pengendalian;

4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;

5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian
berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba; dan

6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.

\
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b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat,
instansi pemerintah mengimplementasikan kebljakan dan prosedur
ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh
seluruh Aparatur Sipil Negara, masyarakat, dan pihak terkait
lainnya.

4. Informasi dan komunikasi

Pemerintah Daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi
internal dan ekstemal yang efektif dalam setiap tahapan Pengelolaan
Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses
penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah
Pemerintah Daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan
diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang
ada, Pemerintah Daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang
dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya kepala Perangkat
Daerah, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa
informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua
pihak terkait misalnya kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan,
masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasian
sebagaimana terruang dalam dokumen RTP. Contoh pengomunikasian
antara lain dalam bentuk:

a. Surat edaran dari Gubernur/Sekretaris Daerah kepada unit ke{a
atas pemberlakuan kebijakan;

b. Kebijakan diunggah dalam situs resmi Pemerintah Daerah (antara
lain jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan website
Perangkat Daerah) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang
berkepentingan;

c. Sosialisasi/workshop/ diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan
undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, dan foto
pelaksanaan.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan
rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap
pen5rusunan rEmc:mgan informasi dan komunikasi RTP (Tabel 3.17).
Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi
pengomunikasian dilakukan oleh UPR tingkat Pemerintah Daerah
untuk pengomunikasian terkait RTP atas Risiko strategis Pemerintah
Daerah, dan oleh UPR tingkat Pemerintah Daerah untuk
pengomunikasian RTP atas Risiko strategis Perangkat Daerah, dan
Risiko operasional Perangkat Daerah. Contoh pencatatan realisasi
pengomunikasian disajikan dalam Tabel 3. 19.
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Tebcl 3.19 Rcrcare dan RcalLut Pct!.ntaua! atas Kcglatan PergcaddLr
Itrtcm !ra!g Dlbutuhta! ForE 8

Nama Panrrlntah Daa6h
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5. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara be!'enjang mulai
dari Gubernur, kepala Perangkat Daerah (pejabat eselon I atau eselon
II), kepala bagian/kepala bidang/kepala unit pelaksana teknis (pejabat
eselon III), kepala seksi/ kepala sub bagian (pejabat eselon IV) sesuai
dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan
Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Gubernur dapat
didelegasikan kepada UKR. UKR bertanggung jawab memantau
pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada UPR.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan
Pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak
penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko,
dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai RTP
yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan
atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang
telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk
memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah
dilaksanakan dan be{alan secara efektif. Pencatatan pemantauan
dapat menggunakan format pada lampiran II Form 9 rancangan
monitoring dan evaluasi atas pengendalian intem (kolom f-g).

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian kete{adian Risiko
yang telah teridentifikasi, maka Pemerintah Daerah perlu membuat
catatan mengenai kapan Risiko terjadi (risk euent\ dan dampak yang
terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui
tingkat keterjadian Risiko dan efektivitas pengendalian yang telah
dilaksanakan. Pencatatan kapan te{adinya Risiko yang teridentifikasi
menggunakan format pada Lampiran II Form 9.

I

lnrormosi



6t

Maitodng tdoh
dild8orElon
ddohrnentost04
don ddiddhrsilon

taarna Pamrintah D$rart
Talxm F.nlt bn
Tuiuan Stratcgb
Urusar Mntah.,l

RotrutnEi lomgo
lDoo.e. tos€Mdl

: PaDerl rh D.r.!h hovlnla Jlr! B.r!t
: 2018
: X.r&Ekd6n D.rltst K...hatrn }..syarak f
Urusan O.sar Sldar{ lG.h.frn

(o,lftmqj p€r![Fn ddt
lopo.qt poloboi@n
totobn

X?oh Uno. Xo.ohd(,r
oi€ttu PSID

0l6ober.
t{o/€n'bq,
l)6.8rrtb..2OB

&tobo,.
ilovctD€.,
oos.rn&r 2ol9

2 06t

Pencatatan dilakukan oleh UPR tingkat Pemerintah Daerah untuk
pengomunikasian terkait Risiko strategis Pemerintah Daerah, dan oleh
UPR tingkat Perangkat Daerah terkait dengan Risiko strategis
Perangkat Daerah, dan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah,
dengan cara menuliskan realisasi kejadian Risiko pada matriks contoh
pencatatan Risiko (nsk euenfl dan Pelaksanaan RTP sebagaimana
dalam terlihat pada Tabel 3.2 1.

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap
tingkatan, pemantauan dalam bentuk reviu terpisah dilaksanakan oleh
Inspektorat Daerah selaku penanggung jawab pengawasan Pengelolaan
Risiko dengan melakukan reviu manajemen Risiko minimal 1 (satu)kali
setiap siklus Pengelolaan Risiko.
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BAB TV

PEII\PIORAN

A. Pelaporaa Pclalaanaaa Pontlalaa Rtstto
Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis

Pemerintah Daerah, penilaian Risiko strategis Perangkat Daerah, dan

penilaian Risiko operasional (kegiatan) perlu disusun laporan hasil

penilaian Risiko atau laporan pelaksanaan penilaian Risiko atau laporan

pelaksanaan penilaian Risiko.

laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh UPR disampaikan

kepada Gubernur, dengan tembusan kepada sekretariat daerah dan UKR.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat

strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Gubemur dan

pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian Risiko

tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional (kegiatan)

Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan kepala Perangkat Daerah

dan pihak yang terkait.

Adapun format pelaporan pelaksanaan Penilaian Risiko mengandung

substansi sebagai berikut:

I. Pendahuluan;

A. la.tar Belakang;

B. Dasar Hukum;

C. Maksud dan Tujuan;

D. Ruang Lingkup;

II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan;

A. KondisiLingkunganPengendalian;

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian;

III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian;

A. PenetapanKonteks/Tujuan;

B. Hasil Identifikasi Risiko;

C. Hasil Analisis Risiko;

D. Pengendalian yang Sudah Dilalrukan;

E. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan;

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi;

V. Rancangan Pemantauan;

M. Penutup.

\
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B. Petraporan Ber&ala pengelolaaa Rlsiko oleh UpR
Pelaporan pengerolaan Risiko dilakukan secara triwulanan dan

tahunan. pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah Daerah
dikoordinasikan oleh UpR tingkat pemerintah Daerah, sedangkan untuk
tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional perangkat
Daerah dikoordinasikan oleh UpR tingkat perangkat Daerah.

Gambar 4.1

Alur Pelaporaa Bcrlala peogclolaaa Rtrtto IrpR

!E
EBEEE

I rE
Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. la.poran tingkat unit kerja, meliputi:

a. l.aporan Risiko dan t{tp tingkat operasionar sesuai dengan urusan
yang ditangani oleh setiap unit kerja triwulanan;

b. Laporan Risiko dan RTp tingkat operasional sesuai dengan urusan
yang ditangani oleh setiap unit keq'a tahunan.

2. Iaporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:

a. Laporan Risiko dan RTp tingkat strategis perangkat Daerah dan
operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap
Perangkat Daerah triwulanan;

b. Laporan Risiko dan RTp tingkat strategis perangkat Daerah dan
operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang
ditangani oleh setiap perangkat Daerah tahunan.

3. la.poran Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:

a. Laporan Kompilasi seluruh urusan tingkat strategis pemerintarr

Daerah triwulanan;

b. laporan Kompilasi seruruh urusan tingkat strategis pemerintah

Daerah tahunan.

O.er.h
La poran Tingkat

Pemerintah Daerah

Laporan Tingkat Op0

Laporan Tingkat Unit Kerja
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la.poran berkala tersebut dibuat oleh UPR disampaikan kepada

Gubernur, dengan tembusan kepada sekretariat daerah dan UKR.

Adapun format pelaporan berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR

mengandung substansi sebagai berikut:

I. Pendahuluan;

A. Latar Belakang;

B. Dasar Hukum;

C. Maksud dan T\rjuan;

D. Ruang Lingkup;

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan
tlfiltillI].r;

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan
tlil/tfilrv;

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan;

lV. Monitoring Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian;

V. Penutup.

C. Peleporan Bertela Penantauan Pengelolaaa Rtsito oleh UXR

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan Pengelolaan

Risiko disusun oleh UKR yang disampaikan kepada Gubernur dengan

tembusan kepada Sekretaris Daerah.

Adapun format pelaporan berkala pemantauan Pengelolaan Risiko

oleh UKR memuat substansi sebagai berikut:

Rencana dan Realisasi Kegiatan;

Hambatan Pelalsanaan Kegiatan;

Monitoring terhadap Pengelolaan
Pengendalian oleh UPR;

Rekomendasi kepada UPR.

I.

il.
m. Risiko dan Rencana Tindak

IV

\
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BAB V

PEI{UTIIP

Pedoman ini disusun dalam rangka memberikan panduan umum

pada Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan Pengelolaan

Risiko urusan waj ib/ pilihan Pemerintah Daerah sebagai bagian tidak

terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah

pada Pemerintah Daerah Provinsi.

Akhir kata, tim penyusun berharap agar pedoman ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak khususnya pada Daerah Provinsi.

gl JAWABARAT,trG

MOCHAMAD RIDWAN KAMIdZ
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LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR :6Tahun2o23
TANGGAL : 15 Februari 2023
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN

RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

I. FORMAT-FORMAT PROSES PENGELOLAAN RISIKO

FORM 1.A
REKAPITUIASI HASIL KTJESIONER PEMI..AIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN

CONTROL ETIWRONMENT EVALUANON PEE)
Peraerintah Daerah provinsi Jawa Barat

Tahun Penilaian : 2O)O(

JAWABAN RESPONDEN (R)NO
R2 R]

SIMPUI-AN
KUOSIONER CEE

b C

PENECAKAN INTEGRITAS DAN NILA.I ETIKA MEMADAI
1 Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etila secara

(Misalnyadarirutin iistansipimpinan keteladarua
moral

2 Elah memiliki atuIan perilaku (misalnya kode etikPerda
ln dan afurantas,pakta tegri telahperilaku pegawai) yanS

dikomunitasikan seluruh walkepad" PeSa
.3 kturus di dalam instanri yang

nelayani p€ngaduan fiasyaralat ata6 pelanggaEn aturan
petilaku/ kode etik

Telah terdapat tungsi

4 aturan perilaku/kode etik telahPelanggatan
ditindallanjuti

B KOMITMEN TERHADAT KOMPETE\ISI MEMADAI
1 Standar kompetmsi setiap pegawai/poBisi iabatan telah

ditmtukan
2 Pegawai yang koEll,ets! telah secara tepat mengisi

posisi/jabatan
3

p€ningkatan kompetensi pegawai
Pemda telah memiliki dan menerapkan shategi

Terdapat Flatihan lertait p€ngelolaan isiko, baik
peladhan lJrusus maupun Flatihan te.integrasi secala
b€rkala.

c KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF KURANG MEMADAI
1

2 PimpirEn menerapkan pcngelolaan dsiko dan
pengordalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan

3 Pimpinan membangun komunikasi yang baikdmgan
anggota organisasi untul b€rani mengungkapkan risiko
dan secaE terbuka merledma/m€nggali pelaporan
risiko/fiasalah

4 Gaya pimpinan dapat m€ndorong pegawai untuk
msdngl€tkan kirEria
Pimpiian h€netaplan Sa$atan strategis yang selaras
d€ngan visi dan misi Pemda

6 Rerraia/sa6aran strabgis p€mda telah diiabarkan ke
dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD

7 Rencana strategis dan r€n ana keria pemda telah
mefiyarikan inforElasi mengenai risiko

8 Pimpinan befp€ran s€f,ta dan m€ngikuberhfm peFbat
dan

tIlr

rI

lrt

IrII
IIIIIII

I
II
II

II
III

IIII
III

II
TI
III

r

I
I
T

I
IIIIII

I
tIrII

IIITIIII

\

PERTANYAAN /KIJESTONEE-

4

Pimpinan telah menetapkan kebiialan pengelolaan risiko
yang memberilan keielasan arah pa.rgelolaan risiko
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D
MEMADAIYORGANISASI ANG SESUAI DEI{(lAN KEBUTUHAN

Setiap Urusan telah dilaksaffi oleh OPD dan unit kera

PEMBENTUKAN

ang tepat
I

2 Masing-nEsing pihak dalam
kejelasan dan menuhami per

organisasi telahm€mperoleh
an dan tanggung jawab

dsiko
3 wai berhl OPDdiPega yang gas menrpakan Pega tetap

dan bukan beBifat tara

AWABAN RESPONDENNO. PERTATIY AAN /KIJESIONER
R2 R5

STMPULAN
KUOSIONER CEE

b
{

MIMADAITANGCUNG AWAB YANG TEPATPENDELEGASIAN WEWEN DANANG
Kriteria p€ndelegasian weweriang telah ditentukan d€ngan
tepat

E
1

2 Pendelegasian wewenang dan tanggung iawab
dilalsanalan secara tepat
Kewenangan dircviu secara pen'odik

F KURANG MEMADAIPENERA?AN YANG TENTANG
DAYA

PENYUSIJNAN DAN SEHATKEBIJAKAN PEMBIN AAN
SUMBER MANUSIA

I telallPemda memiliki dan pro6edur pengelolaan
SDM rekruhnenyang Plengka (5e,ak sampar

berhentian
2 Rekrui tnerL muretensi tasi, mauPun peE ilihanPromosl

bail
3 Insentif pegawai telah sesuai d€ngan tanggung iawab dan

4 Pemda telah sadar risikobuda
5 pembeian mrarl dan / ab.rJ Wnish . t atas

pengelotaan risiko (Misalnya mempertimbangkan
pertanggungiawaban pengelolaan risiko dalam penilaian
Idneria)

Adanya

6 Terdapat evaluasi kirE ia pegawai dan telah
dipertiErbangkan dalam hitungan

7 Iistansi telah m€nga.lokasita. anggaralyang
memadai untul SDM

G PERWUTUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF MEMADAI
1

2 lnspektora t DaeEh melakukan reviu atas kepatuhan
hukum dan aturan laitllrya

3

4 APIP blah melaksarulan pengawasan tertasis
risiko.

5

H

Temuan dan sa.an/rekomendasi pengawasan APIP Elah
ditinclaklanjuti

Hubungan keria yang baik dengan instansi/organisasi lain
yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun

MEMADAIPEMERINTAH TERKAITHUBIJNGAN A YANG BAIK DENCAN
1

ke4a yang baik dengan instansi yang terkait
atas hhgsi p€ngawasan/pemerikaan 0nspektorat DadalL
BPKP, dan BPK) EIah bbanFm

Hubungan

Itlt

IIt

rIII

I
Ir

ItIrI

r
IrIIrII

IIIII
III

rI
IIII
III

rII II

rI II
IIIIIIII

rI

IIIllr

IIII

\

dalam

r)

ea"nya tr""spara"si aan tetepat"trffi peEfr 
-pelal.sanaan peran dan tanggung iawab nusing-nusing

dalah pengelotaan dsito

3

SDM tetah dilakukan

Inspektorat Daer.h metalulan rwitr atas efisiensy
efek[vitas pelaksaruan setiap urusan/programsecara
pedodik

Iispektorat Daerah dremb€rikan tayanan fasilitasi
pqEiapan p€ngelolaan risiko dan p€nyelmgganan Splp

2

!
L

KcteraDgan:
KoloE c diisi dengan jas,aban reapotrdetr keterangsn jas,aban:
l : Tidak Setuju/B€lum ada/ beluE dibangun
2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akatr tetapi beluE konsfuten
3 : Setuju/Sudah diiongult atau dite.apkan de[gan baik, tapi masih bisa ditingkatkan

_4 
; sangatsetuju/sudah dibar:gun atau diterapkan dengsn baik dan dapat ditularkaD ke orgalisasi lain

Kolom d diisi dengan 3imJtulsr hasil peailaian lingkurgar! pengendalian iiap pertanyaan dan-kesimpulan tiap sub
unsur liagkungan p€ngendalian Misal: kesimpulsn tiap peita,lyasn:
"MeEadai", apabila modusjarraba! leqrondeu adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modusjawaban
respondeD adalah 1 atau 2 kcsimpulaa slb unsur lingkullgan IrcngeDdalian:
"MeEadai", apabila elumh aimpulan riarr p€rtanyaaE pada sub ulsur tersebut telah "EeEadai, dan ,.kurang
Eemadai" apabila terdapat siDpula! pertanyaa! pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai.'
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FORM 1.b
Contoh CEE B€rdasarkan Dokumen

Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian
lotern di PeEerintah Daerah Provinsi Jaea Barat

') Klasifikasi pemlasalahan tDedgguiakan subunsur Lilgkuugart Pengendalian dalam PP 60 Tahua 2008.

Keterangen :

KoloE a diisi dengan ootuor urut
KoloE b diisi deugan suober data
KoloE c diisi d"ngan uraiatr keleEaha! jika bcrdasarkaa data yang ada Eerupakan keleoahan
Kolom d diisi dearSan klasifikasi kelemshan scauai subuDsur pada lingkuDgatr pengendalian

Nama Pemda
Tahun Penilaian

: Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
: 20xx

1

2

3

.l

EdE E

Y

Klrsifita6i
b c



: Pdn.rlnarh Dr..h PrDvln.l J.r. 8...t
: 20[

T

2

l

5

a

-EE--EEEEI

ET-E-EIIreTElrIIIIIIII

EIIIIIIII

EIEEEE
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FORM l.c
Contoh

Sirrpulan Survei Persepsi atas LinSkungan Pengendalian lntem
Peroeriltah Daerah Provinsi Jai a Barat

Ket€rangal:
Kol@ a diisi dcngan txrmor urut
Kol@ b diisi dengatr sub uasur pada lingkuagan penge[dalian
KoloE c diisi dengan siEpulan pcnilaia! awal CEE berdaaarkan dokuEen
Koloo d diisi dcngan uraian simpularl penilaia! awsl CEE berdasarkatr dokum€n
Kotom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi
Kolom f diisi dengan uraiaa simpulan sesuai hasil survei persepsi
KoloB g diisi dengan simpulan Eesuai hasil perlilaisrr af,'s.l d€n survei persepsi, jika hasil aotara p€nilaian awal dan survei
persepsi be(cntalgao, Baka lakukan pendalaraon atau taku.kalr p'ofessio^al judgenent u ak Ee,lyiBpulkeDtlye
Kolom h diisi deagan uraian kelcmahart

\
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FORM 2.a

PENETAPAN KONTEKS RISIKO
STRATEGIS PEMERII{TAII DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT

2oxx
Periode RpJMO Tahun 20)q

Nama Pefida

Periode dinilai

EaratTahun Penilaian

Sumbei Dala Jawa Earat

Masi Strategis RPJMD

Penot p.n koot tr , rl Rttlko
Smeb Prmda

Tujuan Strategis RPJMD

Pon€trpan Kontat! Tulu.n Rlriko
Stratggb Ponrda

Sasaran RPJMD

Kont k! Sasrran
Riciko Pomda

IKU Sas€ran RPJMO

RblkoPgretap.n kontak!
Sffiogb Pomd.

Prioritas pembangunan dan
program unggulan

PemerlnttUrusan
Daarah

Nama Dinas Tertait

Tujuan, S€saran, IKU dan program
yang Ekan dilekuken penilaian
aisiko

Gubemur Jawa Barat
Bandung, .......20)0(

\
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FORM 2.b
PEN TAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Urusan Pemerintahan
OPD yang Dinilai

Pemerintah Oaerah Provinsi Jawa Barat
2oxx
Periode RPJMD Tahun

Sumber Data
Tujuan Strategis

Sasaran Strategis

IKU Renstra Perangk€l
Oaerah

Proqram

Tujuan, Sasaran, IKU
dan Program yang akan
dilakukan penilaian risiko

Bandung, ...... ..........
Kepala Perangkat Daerah

Y
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FORM 2.c
PENE"TAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL

PERANGI(AT DAERAH

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Urusan Pemerintahan
OPD yang Dinilai

; Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Baiat

Periode RPJMD Tahun
:20XX

Sumber Data

Program Perangkat
Daerah dan Kegiatan
Utama

Keluaran/Hasil Kegiatan

Program, Kegiatan, dan
Keluaran/Hasil Kogiatan
yang akan dilakukan
penilaian risiko

Bandung, .... .......... 20XX
Kepala Perangkat Daerah

\



74

Form 3.a
Kertas Kerja

Identifikasi Risiko Strategis Peeerintah Daer€h

Nama Pemda
Nama OPD
Tahun P6nilaian
Periode yang dinilai
tlrusen Pemedntahah

Pamsintrh Do€rah Povinal Jawt Baml
Peranokat Dae6h
20xx
P6riode RPJMD Tahun

Tqurlrst'arln
SffiglrrProer.m

lndlkrtor
Kn€rra

Rlllko
c/ucUaaian Kode P.mlllk Ultlan Sumba{ Plhak yano Tart na

Rlrlto
a b c d t I 0 h I J k

I Tururn

Saarran

Prog m

Ketcrangan:
KoloE a diisi d"ngan notuor urut
Kolom b diisi denSan tujuan strategia urusan $'ajib s€bagai Ea,1a tercantuB dalam RPJMD/Rcnstia
Kolom c diisi dergan indikator kinerja tujuan strategis
Koloe d diisi deogan uraian peristic/a yang menrpakan risiko
KoloE e diisi dengan Kode risiko
Kolom f diisi dengan PeDilik risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/ berkepentjngan untuk Dcngelola risiLo
Koloa g diisi dengan penyebab tiEbulrxya risiko. Untuk oeEpermudah identifikasi s€bab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam:
Mdn" Mo@U, Method, Macrtine , datr Material
KoloD h diisi dengar sumbcr risiko (ekstcmsl/int rnal)
KoloE i diisi denSsn C, jika unit kcfja Dampu untul Bengendalikan penyebob risiko, atau UC jika unit kcrja tidak rnarrpu rnengendalikan risiko

dalaD: Kcuangan, Kinerja, Reputaei dan HukuE
Kolo@ k diisi deugan pihak/unit yang Benderita/terkena darapakjika risiko benar-b€nar tcrjadi

Y

No
Sobab Drmpak

Uralan
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Keterangan:

Kolom a diisi dengan notDor urut
KoloE b diisi dengan tujuan strategis urusar wajib scbsgai Eatta tercsntuE dalaE RPJMD/Renstra
KoloE c diisi deogan indikator kincrja tujuan strategig
KoloE d diisi dengan uraiatr peristiwa yang oerupakan risiko
KoloE e diisi dcngan Kode risiko
Kolom f diiai dengan PeEilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan suEber risiko (ekstcmal/intemal)
Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja Eampu untuk mengendalikan p"nyebab risiko, atau UC jika unit ketja tidak EaEpu mengendalikan risiko

Kinerja, Reputasi dan Hukum
KoloE k diisi dcargon pihak/unit yang Eenderita/terkcna dampak jika risiko benar-benar terjadi

\

N.rlta OPO

hodc y{lg dlnlld
Tulu.n S_ffi.Ci!
Urulan Pdn riltthan

Pqnarlotah Daaralt Provinal JaNr B$at
Pa |c*al O-rah
20xx
Paalo(b R.'l.ra Taht n

Rl!lko S.b.b
Kodarlll'r.nls.r.En Srr.t gl. lndllrtor Kln.de
Rl.llo

P.mlllk crucSumb.r Ur.l.n Plhrk ymg

b d I 9
1 IIIIIr
TI
TI

-E

Form 3.b
Kertas Ketja

tdentifikasi Risiko Stategis OPD
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Form 3.c
Kertas Kerja

Identifikasi Risiko OPD

KeterSngan
Kolo6 a diisi dengan noluor urut
KoloE b diisi dengsrr kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaiBana tcrcantuE dalaE RKA SKPD
KoloE c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatal
KoloE d diisi dcngan tahapan kegiatan
KoloE e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
KoloE f diisi dengan Kode risiko
Kolom g diisi deargan Pcailik risiko, pihak/uait yang bertangSungjawab/ berkep€ntingan untuk mengelola riaiko

KoloE i diisi dcrgaD suEber risiko (ekstcrnal/intemal)
KoloE j diisi dengan C, jika unit kerja mampu uutuk oengendelikan pnyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak Darapu Een8endalikan p€nyebab risiko

KeuanEsn, Kinerja, Reputasi dan HukuE
Kolo@ I diisi dengan pihak/unit yang raenderita/terkena daopak jika risiko benar-benar terjadi

\

lllr'a OPO

TujEn S6.oit
S.!!l.n .M.(r! OPo

Po(rEid$ th-$ Pro'rhl Jrr B-a

20ro(
2()xX

II IIII III

crc
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Form 4
Kertas Kerja Hasil
Anslisis Risiko

Keteralgan:
KoloE a diisi dengan nornor urut
KoloE b diisi dengan risiko ysng tcridentifikasi
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan aLala daDpak berdasarkafl p€rhitunga[ rataa-rata/oodus skala dampak yang diberikan pes€rta diskusi
Kolom e diisi dergatr skala keoungkinaa H-osarkan p€rhitungan rata-rata/Eodus slqla karungkinan yang diberikal
peseata diskusi
Kol@ f diisi deDga! hasil perkslian aatara skala dampak dan skals kcmungkinaa

ama Pemda
Tahu. Ponlhl.n
Tulum St at gL
Uru!!n Pernarlntrhtn

Pemodntah Oa.nh Prgylnli J.wa Barat
20xx

Anali3i! Riaiko
l{o. "Rbilo" yang Ta.iderfif kaa Kode Rbiko Skala

Drmpak')
Skal

t(.murEklmn')
Sk la
RIBiko

a b d
I Rislko St-.togl.

I Risilo Strn gb OPO t: Pe6ngk.t D.cr.h

t Rtalko Opc6llonalOPD 1: Pennglrt Dior.h

IIIII
I
IIIIIII
II
II -I----

I

-r--

EI

-I

-I
--
---I-I
---I-I

I

--
-

I
I

-

I

--
-I-I-I-I

l
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Form 5

Kertas lGlja
Daftar Risiko Prioritas

T.hun Penllalsn
Tuluan Stratagla
Ututan PemgdntahM

Baret
20xx

t{.ma

Kode

b c
St dagl!

OaerahTI

EIg

Ig
I

EEITE

II

E EI II I IIrI II rIIIr r Ir I III I

ffiI ffi

Keteralgan:
Kolom a diisi deDgsn norDor urut
KoloE b diisi dengan risiko prioritas
Kolom c diisi dengsn kode risiko
Kolom d diisi denBan slGla risiko
KoloE e diisi dengan pemitk risiko
KoloE f diisi dengan penyebab
KoloB g diisi dengan daepak

Y



R ..fl Tld.r F.,E. -J.rlltrrlono.. F..o.!arrr
&.tr-i Pr!ra.d.,l

I P.Egrbtr l.t{rlr.. d.n NlLl Etlkr

rl xmn'B T.rh.d.p X6pa.n.l

T x.p.mlnplmn y.nc konddt

P.nyc@n .!.n P.Drp.tr rhrtj.rrn y.ig S.h.i t nt n! P.nU .. SO

TI

II
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Form 6
Penilaian atas IGgiatan Pcngendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/RTP atas lGleEshanlingkungar Pengendalian (RTP

atas CEE)

tLlna PonErtnt h O.c..h : P.rlr.lntah Oaanh Provlnal Jr*a Barit
Tahun PanlLLn i 20XX

Ket€rartgaD
KoloE a diisi dengan noruor umt
Kolom b diisi deargan kondisi lhgkungan pengendalian yang kursng metnadai
Kolom c diisi deogan perbaikan yang akan dilakukan
KoloE d diisi dengan pihak/unit penanggungjawab untuk meoyelenggarakatr kegiatan pengeDdalian
KoloB e diisi dengan target r^'ahu penyelesaian rencsna tind.ak pcngendali€n
Koloo f diisi deogan realisasi wal(u F,€ayelesaian rencana tindak pcrUendalian

\

xorxt Lio!i{r{.n Ft E*r.rr.n
yar! rorre LtrrLi
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Form 7

PenilaianatasKesiatanFengettdaliany6ngAdadsllMasihDibutuhkan(RTPatasHasilldentifikasiRisiko)

Dr.rah
Tahun Panllalan
Tulu.n Str.t el.
Uruun PcmarinLhan

: 20XX

Keterargan
Kolom a diisi de!8an nomor urut
KoloE b diisi deogan risiko prioritas

*iffi i Hl inffi tf"irl$r""ur""-pengendatian yans sudah ada/ terpasans. Asar diungkap tidak haava nama soP !va, contoh soP Pcmeliharaan: Huog

dibersihlsn 2 kali s€hari'
*oloo e diiai dengan alasan tidak efektif:
r r r r..biiaken dan Rosedur pcngcnaafiii sudah dilakukan, Ilatrrun belum oa,3pu menangani risiko yarg terideotilikasii

izi p."-*ia"i p."gaOi." b.lum/tidak dapat dilaksanakan;
iii i<.uii.t""-u.t*r- diilorti dengan pros.dur baku yang jelas;

ini [.i,ii.k"" a- prose{ur yang ada tidak *suai deagan

Dcraturan diataloya'xri"- f aii"i a*gut pengcndalian yang masih dibutuhkan
ilffi ;;ilil8;i ri*l""it p&rt"?gung jswEb-untuk Eenvctengg'rakar kcsiatan pengendalian

i.io- [ aii"i a*,1"" 
-target waku penyeteoaian RTP

i.r!.t $r.ktrPattllllU
P. ngunlg

Rxrcrna Tlndrk
PamandalltnC.hh P.ng.nddLn

P.m.nd.lhn
Sudlh Adr')

uralm
FneRl!ltoRlrlko ttlorlt t

hgId

Rl.lko

I
Drar.h

t F.nngk{
D.ar.h

T
I

E

I

\

llo

R-iii[6Ti-trgir ecnngtet



81

FORM 8
RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUMKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDAIIAN YANG DIBANGUN

l{arm Pomda
Trhun Ponllalan
Tulu.n Slr.iagl!
Uru!an Pgnl.,lntahtn

Parierlntah Dloflh Provlnll Jarya Barat
2oxx

a

1

2

3

4

5

6

E

Keterangan
Kolo.o a diisi dengau nollor urut
Kolo6 b diisi deugan Kegiatan Pengendalian yang Dibuhrhkan
Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarafla Pengkomunikasian
Kolom d diisi dengan Pcnyedia Informasi
Kolo6 e diisi d.ngan Peneriqra tnformasi
Kolom f diisi dengan Rencana waku Feloksanaan
Kolom g diisi dengan Realisasi walmr Pelsksanaan

\

PenyedL lnformrsi P.n€rim.lnform i P€hl(r.fiarl
R€.lis8t W.ktu

Pclalsatraen Keter.nganKedrt n Pengerdali.n yrng Dlbufi.hk n
M.di{Bertuk Srrrn.
Pin8lomunlkrsi.ll

b C d t I h



1

2

3

4

a2

Ilma Pamda
T.hun PonlLLn
Tuluan Str8t9gl.

FORM 9
RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGI,ATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Pa.rl.rlntai Oaorah Provl.r.l J.w. B...t
zlxx

Kctcralgan
Kol@ a diisi dcn8an nolnor urut
Kolom b diisi dengatr Kegiatan Pcngcndalian yang Dibutuhtan
Kol@ c diisi dcngan Bentuk/Mctodc FeEantauan yang Diperlukan
Kolom d diisi denga[ Penaiggung Jawab Pemantauan
Kolo@ e diisi dcngan Waldu Pelaksanaan PeEantauan
KoloE f diisi dengan Rencana Wglftu Pelaksanaan

\

No Kegiat Pengendaltanyang Dibutuhkan Benttrly'l\,letode Pem.ntauan
yang Diperlukan

Penanggung Jawab
Pemantauan

Ren anawaktu
Pelakranaan
Pemantaualt

R€alt68l waktu
Pelaksanaan

Keterangan

b c e f Ia
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FORM 10
PENCATATAN KE.JADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Tulu.n Sir.l.gli

: P.i.&t h O..?rh Prcvbrl J.w. &r.l
:2011

Ketarangan
Kolom a diili dcngan nomor urut
Kolom b dii6i dcngan risiko yanS teridentilikari
Kolom c diili dcngan kodc risiko
Kolom d dii.i dcngan tanggal tciadinya rieiko pada tahun berjalan
Kolom c dii.i denian pcnycbab periotiwa riciko oaat tcrjadi p;da tahun bcdslan Kolom f diiei dcngan de.rnpak pcfistisla risiko pada tehun bcrjalan

Kolom g diili dcngan keterangan tambahan

\

I Rbll(o SlrltogE

1

ll Rb[o Str.l.gb

1

lll n$ro Oper.rtonrt

1

"Ri.[o" rng
lQFdLn R.[o Roncrn, PoLkr.nmn

RTP
l{lh..l P.l.lr.nr.n

RTP



84

II. KODE RISIKO

Ttlgtat Rtllto, tcrdlrl dirt 3 huruf.obrgd bertkut:
RSP Strategis Pemda
RSO Strategis OPD
ROO Operasional OPD

Jenb RLlto ,trcnglrfhft-n ururell Pemde tcrdlrl dart 2 .nrta lcbrgd bcrllut:
01 Pendidikan 21 Persandian
02 Kesehatan 22 Kebudayaan
03 Pekerjaan Umua dart Tata Ruanr 23 Perpustaka,an
04 Perumahan dan Kawasan PerEukiman 24 Kearsipan
05 KetentraEan, Ketertiban Umum, dan 25 Kelautan dalr perikanan

Perlindungan
Masyarakat 26 Pariwisata

06 Sosial 27 Pertanian
07 Tenaga Keda 28 Kehutanan/Perkebunan
08 Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak 29 Energi dan sumber daya mineral
09 Pangan 30 Perdagangan
10 Pertanahan 31 Perindustrian
11 LingkunganHidup 32 Transmigrari
12 Administrasi kependudukan dan pencatatan 33 Penyusunan Kebtal€n d8rl Koordinasi

sipil Admirdstratif
13 Peoberdayaan masyaralat dan desa 34 Administrasi Keselcetariatan DPRD
14 Pengendalian penduduk dan keluaiga 35 Peobinaan dan Pengawaaair

berencena
15 Perhubungan 36 Perencanaan pembangunan, litbang
16 Komunikasi dan informatika 37 Keuangan dan Pendapatan
17 KUKM 38 Kepega\i,aian dan Pengembangan SDM
18 Penanaman Modal 39 Bencana
19 Kep€mudaan dan olah raga 40 Politik
20 Statistik 99 Lainnya

Etrtltat yaag Ee8ll,al tesdld dad 2 (due) r-gre 6s6.gai beritut:
01 Pemda
O2 Selaetariat Daerah
03 Sclcetariat DPRD

t4
15
16

04 Inspeldorat Daerah

18 Dinas Perhubungart
19 Dinas Komunikasi dan Informatika
20 Dinas Perdagangan dan Kop€rasi Usaha K€cil

Menengah
21 Dinas Penana.ma! Modal dan Pel,ayanan

Perizinan Terpadu
Satu Pintu

22 Dinas Pariwisata
23 Dinas Pemuda dan Olah Raga
24 Dinas Perindustrian

25 Dinas Pcrpustakaan dan kearsipa!
26 Dinas Pertanian
27 Dinas Perikanan
28 Badan Perencanaan Perabangunan Daerah

29 Badafl Pengelolaar keuangan, Pendapatan a.Ir
Asct Daerah

30 Badan Kepegawaian Daerah
31 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32 Kantor Kesatuan Bangsa darr Politik
33 RSUD

7/

Dhas Lingkungan Hidup
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Pemberdayaan Masyara.kat dan Desa
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

RSP 19 01 01 01 RSP.19.O1.01.01
RSO 19 02 05 01 RSO-1S.02.05.O1
ROO 19 o3 25 o1 ROO.19.03.25.01

99 l"ainnya

RIDWAN KAMIIq

Tingkat Risiko
Tahun

Pela-ksanaan
Penilaian

Risiko

Jenis Risiko Entitas/ OPD
yarg Merilai

Nomor urut di
Entitas/OPD

Kode

O5 Dinas Pendidikan
06 Dinas Keschatan
07 Dinas Pekerjaan Umum dan Penatarn Ruang
08 Dinas Perumahan Ralryat dan Kawasan

Permukiman
09 Satuao Polisi Pqnong Praja
1O Dinas Sosial
11 DirlasKetenagakedaan
12 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak
13 Dinas Ketahanan Pangan

JAWA BARAT,




